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MOTTO 
 
 
 ْنَأ َّلَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َاي َلَََ  ْمُكْنِم  ٍ اََ  َت ْنََ   ًََ ا ََ ِت َنوُكَت  
 ا ميََِح  ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسُف ْنَأ اوُل ُتْق َت(۹۲)  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”  
(QS An-Nisa’ ayat 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
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ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
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و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
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dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 
Nur Rofi’ah, NIM: 42.111.013, “Franchise Contract Implementation 
Perspective Islamic Law (Case Studie in CokelatKlasik UMS Solo)”. 
 
Trade in Indonesia currenty dominated by trade in goods an services 
which is a collaboration between Indonesia businessmen. Initially the franchise is 
a business concept concering the granting of intellectual property rights and 
operational system by the franchisor to the franchisee. the focus of this study 
intends to discuss franchise contract implementation in the perspective Islamic 
law use agreement aspect, rights and obligations aspect, profit sharing aspect, 
and rosk coverage aspect that aimesto achieve benefit for mankind.  
 
The research is the research field (field research). The methods used are 
observation, interview, and documentation. This discussion of the analysis is 
descriptive data analysis describe the meaning or phenomenon that is captured by 
showing their proofs. 
 
The results of this research a franchise contract implementtions that in 
Cokelat Klasik  appropriate to Islamic law, fulfillmented syikrah and ijarah of 
conditions and rukun. And balanceded determine rights and obligation. 
Exception, profit sharing derermination not at all proviso of Islamic Law  
 
Keywords: Franchise contract implementation, contract/agreement, 
Islamic Law. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Nur Rofi’ah, NIM: 142.111.013, ”Pelaksanaan Kontrak Waralaba 
Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Cokelat Klasik Cabang UMS 
Solo). 
 
Perdagangan di Indonesia saat ini banyak didominasi oleh pedagangan 
barang dan jas yang merupakan kerjasama antara pengusaha Indonesia dan 
pengusaha asing. Atau pengusaha Indonesia dengan pengusaha Indonesia. Salah 
satu kerjasama barang dan jasa tersebut adalah waralaba (franchise). Pada 
awalnya waralaba merupakan konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan hak 
atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba 
(franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee). Fokus kajian ini bermaksud 
untuk membahas pelaksanaan kontrak waralaba dalam perspektif hukum Islam 
dengan aspek akad, aspek kewajiban dan hak, aspek pembagian keuntungan, dan 
aspek penanggungan resiko yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi 
umat manusia.  
 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa pembahasan 
ini adalah analisa data deskriptif dengan mendeskripsikan makna atau fenomena 
yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-buktinya. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak 
waralaba di Cokelat Klasik sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya 
syarat dan rukun dalam akad Syirkah ‘inan dan Ijarah. Serta dalam menenentukan 
hak dan kewajiban sudah seimbang. Terkecuali dalam penetapan bagi hasil belum 
memenuhi syarat dalam hukum Islam. 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan kontrak waralaba, Akad, Hukum Islam 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Lingkup kehidupan manusia di dunia ini pada dasarnya terdiri dari dua 
macam hubungan, yakni hubungan vertikal yaitu hubungan kepada Allah 
SWT dan horizontal, yaitu hubungan terhadap sesama manusia. Hubungan 
vertikal kepada Allah SWT berupa amaliah ibadah, kemudian hubungan 
horizontal terhadap sesama manusia, khususnya dalam kehidupan sehari-
hari terwujud dalam bentuk muamalah. Oleh karena itu, praktek pada 
muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam Al-
Qur’an,As-sunnah, dan Ijtihad para Ulama. Adapun dalam kehidupan 
bermuamalah hal yang sering dilakukan manusia adalah transaksi jual beli. 
Pada zaman Modern ini banyak sekali cara-cara untuk 
mengembangkan suatu usaha ataupun perdagangan. Persaingan 
perdagangan global yang semakin ketat sekarang ini memerlukan sistem 
pemasaran yang mendukung, namun sering terjadi biaya untuk pemasaran 
yang terlalu tinggi sehingga timbul alternatif untuk menghemat biaya 
dengan melakukan pemasaran melalui salah satu cara yang efektif dan 
efisien, salah satunya yaitu dengan sistem waralaba. Waralaba pada 
dasarnya adalah suatu perjanjian mengenai metode pendistribusian barang 
dan/atau jasa kepada konsumen.1 
Perkembangan dunia usaha di Indonesia pun tampaknya juga lebih 
banyak didominasi oleh perdagangan barang yang merupakan hasil 
                                                          
1Andrian Sutedi, Hukum Waralaba, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm., 37. 
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kerjasama antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing, dan antara 
pengusaha Indonesia dengan pengusaha Indonesia, seperti Mc Donald s, 
Kentucky Fried Chicken, Wendys, Pizza Hut, Papa Rons Pizza,Starbuck, 
Burger King, Seven Eleven, Es Teller 77, Bebek Bali,Apotek K-24 dan 
lain sebagainya. Fenomena tersebut dapat dilihat apabila kita memasuki 
pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Fenomena tersebut juga 
merambah dunia usaha di bidang jasa, seperti TBI (The British Institute), 
Direct English, Snapy, Multiplus, Hotel Santika, dan lain sebagainya.2 
Maraknya perdagangan barang dan jasa dengan sistem waralaba 
tersebut, karena sistem tersebut lebih menguntungkan baik bagi pemberi 
waralaba maupun penerima waralaba. Bagi pemberi waralaba merupakan 
cara yang cepat untuk memperluas sistem distribusi dengan modal 
minimum, kemampuan untuk berkembang tanpa biaya pengembangan 
manajer kunci secara internal, dan menerima penghasilan dari penerima 
waralaba.3Sedangkan bagi penerima waralaba sendiri merupakan cara 
untuk berbisnis instan dengan hanya mempunyai cukup modal tanpa 
kemampuan (skills) yang memadahi. 
Usaha waralaba sebenarnya sudah lama dikenal di Eropa dengan nama 
Franchise. Kata franchise sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang 
berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari hambatan (free from 
servitude). Dalam bidang bisnis franchise berarti kebebasan yang 
                                                          
2Sonny Sumarsono, Manajemen Binis Waralaba, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 
hlm., 11-12. 
3Iman Sjahputra Tunggal, Franchising : Konsep & Kasus,(Jakarta : Harvarindo, 
2004), hlm., 18. 
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diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha 
tertentu di wilayah tertentu.4 
Franchise atau Waralaba memiliki arti yaitu pemberian hak untuk 
menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merk 
dagang pemberi waralaba (franchisor) dengan kewajiban pada pihak 
penerima waralaba (franchisee) untukmengikuti metode dan tata cara atau 
prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.5 
Waralaba atau yang biasa disebut dengan franchise jika diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “waralaba” yang diperkenalkan 
pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen 
(LPPM). Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih atau 
istimewa dan “laba” yang berarti untung. Sehingga waralaba berarti usaha 
yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa.6 
Dalam fiqh muamalah terdapat akad-akad yang mengatur semua 
tentang berbisnis. Terdapat kesamaan konsep antara bisnis waralaba dan 
akad dalam fiqh muamalah khususnya pada akad Syirkah dan Ijarah. 
Syirkah merupakan akad antara dua orang atau lebih dalam menjalankan 
suatu usaha atau berbinis. Adapun Ijarah merupakan suatu akad penjualan 
manfaat, yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam 
waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan barang itu sendiri. 
                                                          
4Rcard Burthon Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Edisi Revisi, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2003), hal. 56. 
5Gunawan, Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2002), hlm. 15. 
6Adrian Sutedi, Hukum Waralaba ...hlm., 7. 
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Akan tetapi sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam sudah sepatutnya apabila menjalankan usaha bisnis, agar dapat 
menerapkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan As- Sunnah. 
Akan tetapi pada kenyataannya banyak para pelaku bisnis khususnya 
waralaba, yang menjalankan sistem bisnis waralaba hanya berlandaskan 
pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri perdagangan saja, tanpa 
berlandaskan prinsip bisnis yang islami agar terhindar dari spekulasi 
(Maysir), penipuan (Gharar), haram, bunga (Riba), berbahaya (dharar).7 
Di zaman modern ini perlu adanya ketelitian ketika memutuskan untuk 
mengembangkan usaha dengan cara waralaba dengan memperhatikan dari 
sisi hukum Islam yang telah di jelaskandalam nash ataupun al-hadits dan 
juga dari sisi hukum positif yang berlaku. Sering kita jumpai di masyarakat 
pelaksanaan perjanjian waralaba dilakukan dengan hanya sebatas serah 
terima ala kadarnya ataupun sederhana, dengan kata lain tidak adanya 
perjanjian (akad) yang jelas didalamnya.8 
Sebagai studi kasus, penulis akan mengambil contoh dari kontrak 
waralaba yang bergerak di bidang kuliner, yaitu Cokelat Klasik. Cokelat 
Klasik adalah seperti waralaba yang memiliki konsep waralaba secara 
umum seperti pemasaran barang yang didasarkan pada kerjasama dengan 
cara pemberian hak untuk memasarkan produk tersebut kepada pihak lain.9 
Bisnis Cokelat Klasik ini didirikan oleh Metalinda Basuki pada tahun 2011 
                                                          
7Linda Firdawati, Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam (Lampung:IAIN 
Raden Intan Press, 2011), hlm,. 45. 
8Ibid., hlm. 47. 
9Gunawan, Lisensi atau Waralaba…, hlm. 15. 
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yang bertempat di Malang, Jawa Timur. Dari data blog pribadinya10, 
Cokelat Klasik ini sudah memiliki 700 gerai waralaba di pulau Jawa. Salah 
satunya yang berada di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
yang akan diteliti oleh penulis. Untuk mendapatkan hak waralaba tersebut, 
pemberi waralaba menawarkan berbagai macam promosi (paket) yang 
dapat dipakai oleh penerima waralaba dan dengan ketentuan yang 
bermacam-macam pula. Seperti perbedaan bagi hasil, perbedaan training, 
perbedaan jumlah bahan baku, dan masih banyak lagi.  
Dari penjabaran diatas, penulis ingin mencoba membahas tentang 
Pelaksanaan Kontrak Waralaba Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 
Bisnis Cokelat Klasik Cabang UMS Solo).Dimana sudahkah dalam 
menjalankan bisnis waralaba Cokelat Klasik tersebut para pihak yaitu 
penerima waralaba (franchisee) dan pemberi waralaba (franchisor) 
menjalankan dengan baik dan sesuai dengan standar syariah atau Hukum 
Islam. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan kontrak bisnis waralaba yang diterapkan di 
Cokelat Klasik? 
2. Apakah pelaksanaan kontrak bisnis waralaba di Cokelat Klasik sudah 
sesuai dengan Hukum Islam? 
 
 
                                                          
10www.cokelatklasik.co.id. Diakses pada 17 Desember 2017. 
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C. Tujuan Penelitian 
Dari beberapa urian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 
ini yaitu : 
1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kontrak bisnis waralaba di 
Cokelat Klasik. 
2. Mengetahui apakah pelaksanaan kontrak bisnis waralaba di Cokelat 
Klasik sudah sesuai dengan Hukum Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 
bisnis waralaba ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi semua pihak khususnya bagi pihak-pihak yang ingin 
memperkaya wawasan keilmuan mengenai waralaba yang pada saat 
ini menjadi salah satu wadah pengembangan ekonomi yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 
dan memahami pengaturan bisnis waralaba bagi yang membaca 
penelitian ini. Selain itu penelitian ini dapat memberikan kesadaran 
hukum bagi semua pelaku bisnis waralaba dan memulai bisnis 
waralaba yang baik dan benar secara Islami. Yang tidak menimbulkan 
kemudharatan. 
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E. Kerangka Teori 
Apabila dilihat dari teori akad, bentuk perjanjian yang diadakan dalam 
waralaba (franchise) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya 
merupakan perkembangan dari bentuk kerja sama (syirkah). Selain itu 
salah satu kontrak bisnis waralaba adalah pemberian lisensi untuk 
memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual sama dengan 
memindahkan kepemilikan manfaat dengan imbalan dalam batas waktu 
tertentu (akad ijarah). Sedangkan waralaba menurut aspek ibtikar (hak 
cipta) adalah tentang obyek kontrak yang berupa hak kekayaan intelektual. 
Dimana menyangkut hak cipta yang meliputi merek dagang, logo, ciri 
khas usaha, dan masih banyak lagi.11 
Syirkah adalah ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat 
dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana dan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.12Akan tetapi ada 
yang menyebutnya bahwa bisnis waralaba ini digolongkan dalam akad 
ijarah. Ijarah merupakan suatu akad penjualan manfaat, yaitu pemindahan 
hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilkan barang itu 
sendiri.13 
                                                          
11Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm., 120-122. 
12Muh. Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 
2007), hlm., 90. 
13Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm., 163. 
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Istilah perjanjian/kontrak dalam hukum Islam disebut akad. Akad 
adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua 
pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum objeknya.14 Tujuan 
akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 
Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak/akad 
syari’ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku 
dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih 
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara 
tertulis berdasarkan hukum Islam. 
Secara harfiah makna syirkah adalah ikhtilath (percampuran), 
sedangkan pengertian syirkah dapat didefinisikan oleh Wahbah al-
Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh Juz 4 dalam buku fikih 
sunnah Sayid Sabiq, al-syirkah menurut fuqaha Malikiyah, adalah 
kebolehan bertasharuf bagi masing-masing pihak yang berserikat. 
Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak 
lain dalam mentasharrufkan harta (objek) perserikatan.15 Menurut ulama 
fuqaha Hanabilah, al-syirkah adalah persekutuan dalam hak dan 
tasharruf. Menurut fuqaha Syafi’iyah, al-syirkah adalah berlakunya hak 
atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sedang 
menurut fuqaha Hanafiyah, al-syirkah adalah akad antara para pihak yang 
                                                          
14Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam 
Fikih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2007), hlm., 68. 
15Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Penerjemah H Kamaludin A Marzuki, (Bandung: Al-
Ma’arif, 1987), hlm., 193. 
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berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Atau syirkahadalah ikatan 
kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan.16 
Secara garis besar, syirkah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni 
syirkah kepemilikan (syirkah amlak) dan syirkah akad (syirkah al-‘aqd). 
Syirkah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi 
Iainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau 
lebih. Dalam syirkah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam 
sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset 
tersebut.  
Akad syirkah tercipta dengan cara kasepakatan, dimana dua orang 
atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi 
modal syirkah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.  
Syirkah akad terbagi menjadi: syirkah al-'inan, al mufawadlah, syirkah al-
a’maal, dan syirkah al-wujuh. 
Menurut hukum muamalah bisnis waralaba merupakan aplikasi 
perpaduan akad syirkah 'inan dengan Ijarah. Akad syirkah ‘inan dan 
ijarah dipandang sah oleh hukum Islam. Syirkah al-'inan adalah kontrak 
antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi 
dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak 
berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara 
mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik kontribusi modal, kerja 
                                                          
16Ghufran A Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm., 192. 
36 
 
ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan 
kesepakatan mereka. 
Madzhab Hanafi dan Hambali mengizinkan pembagian keuntungan 
dalam syirkah al-‘Inan dengan memilih salah satu alternatif berikut, 
pertamakeuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal 
yang diberikan oleh masing-masing pihak, kedua keuntungan bisa dibagi 
secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin 
berbeda, ketigakeuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana 
yang diberikan sama. Madzhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis akad 
syirkah ini dengan syaratkeuntungan dan dengan presentase yang sama 
masing-masing pihak.17 
Secara umum, akad syirkah akan dikatakan sah jika memenuhi 
beberapa syarat sebagai berikut :18 
a) Akad syirkah harus bisa menerima wakalah (perwakilan). Dalam 
syirkah, setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk 
menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan 
wakil dari pihak lain. 
b) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, dimana mendapatkan bagian 
yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah 
atau persentase. 
                                                          
17Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek.(Jakarta: Gema 
Insani: 2007), hlm., 92 
18Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2008), hlm., 207 
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c) Penentuan pembagian hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan 
dalam jumlah nominal yang pasti. 
Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan dan tidak mengikat (jaiz 
ghair lazim), masing-masing mitra memiliki hak untuk menghentikan 
kontrak. Selain itu, akad syirkah juga bisa batal jika salah satu mitra 
meninggal dunia, murtad atau mengalami gangguan jiwa (gila). Pada 
prinsipnya, kontrak syirkah akan berhenti jika salah satu mitra 
menghentikan kontrak, atau meninggal, atau modal yang ditanamkan 
mengalami kerugian. Mayoritas ulama kecuali madzhab Maliki 
berpendapat bahwa tiap mitra berhak untuk menghentikan kontrak kapan 
saja ia menginginkan.19 
Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai 
kompensasi/ pembayaran manfaat yang dinikmatnya. Setiap sesuatu yang 
layak dianggap harga dalam jual beli maupun kegiatan bisnis yang lain 
dianggap layak pula sebagai sewa atau ijarah. Selain itu, sewa atau upah 
haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus 
diketahui jumlahnya.  
Sewa dapat ditentukan dalam ukuran waktu. tempat dan jarak. 
Misalnya, jika baju ini selesai dijahit hari ini, upahnya Rp.40.000,-
sedangkan jika selesai besok, upahnya Rp.30.000,atau jika rumah ini 
dipakai untuk jualan emas, upah sewanya Rp. 2.000.000,per bulan, jika 
untuk jualan parfum, upah sewanya Rp.1.000.000,dan sebagainya. 
                                                          
19Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh…,  hlm. 208-210 
38 
 
Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak atas sewa tidak 
muncul karena kontrak, melainkan pemenuhan syarat dalam kontrak atau 
dengan menyediakan objek kontrak . 
Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan aset yang dapat 
memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat tersebut. 
Sebaliknya, penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset 
yang disewa dan membayar upah sewa. Para ulama sepakat bahwa aset 
yang disewa adalah amanah di tangan penyewa, tetapi jika aset rusak tanpa 
pelanggaran dan kelalaian pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung 
jawab atas kerusakan tersebut.  
Pada prinsipnya, dibolehkan mensyaratkan dalam kontrak bahwa 
pemeliharaan aset dilakukan oleh penyewa. Dengan catatan, upah sewa 
yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti, jumlah sewa harus 
mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan 
untuk pemeliharaan aset. Akad ijarah merupakan akad lazim (mengikat). 
Menurut pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali 
ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut 
Hanafiyah20, akad ijarah bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, 
jika akad tetap diteruskan maka manfaat atau upah tidak akan bisa 
dinikmati oleh pihak-pihakyang berakad. Menurut pendapat hanafiah ini, 
hak dalam akad ijarah tidak bisa diwariskan. Berbeda dengan mayoritas 
ulama Malikiyah dan Syafiiyah, akad ijarah tidak bisa batal karena 
                                                          
20Ghufran A Masadi, Fiqh Muamalah …, hlm. 158. 
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meninggalnya salah satu pihak, karena merupakan akad lazim seperti 
halnya jual. 
Pembatalan kontrak ijarah bisa dilakukan secara sepihak, karena ada 
alasan yang berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset sewa itu 
sendiri. Kontrak ijarah bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu 
pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena aset yang menjadi objek 
Sewa rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa. 
Kontrak juga bisa selesai karena masa perjanjian telah usai, atau karena 
alasan lain yang dibenarkan. 21 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 
dalam penelitian lapangan (Field Research). Field research 
merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 
kualitatif. Teknik ini adalah penelitian langsung terhadap obyek 
penelitiannya22. Karena objeknya adalah tentang Pelaksanaan Kontrak 
Waralaba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bisnis Cokelat 
Klasik Cabang UMS Solo), maka penulis sangat memerlukan field 
research dalam penelitiannya. 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini yaitu 
penelitian Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk mendiskripsikan 
                                                          
21Ghufran A Masadi, Fiqh Muamalah …, hlm. 159-161. 
22 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,  (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010), hlm., 87. 
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dan menganalisis23 apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan 
kontrak waralaba dalam menjalankan bisnis secara realdalam 
perspektif hukum Islam, yang mana penelitian ini difokuskan pada 
Usaha Cokelat Klasik cabang UMS. 
3. Sumber Data 
Bahan Bahan penelitian yang digunakan ada dua jenis data, yaitu:  
a. Data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 
lapangan (field research). Penelitian lapangan ini di maksudkan 
untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang di 
teliti. 
b. Data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan. Bahan 
hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder.24 
Data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif 
adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif 
analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 
lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
                                                          
23Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm., 57. 
24 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm., 37. 
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a. Wawancara 
Adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mengontruksi 
mengenai orang, kejadian, perilaku, kegiatan dan sebagainya yang 
dilakukan dua pihak.25 Percakapa ini dilakukan oleh pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
Dalam skripsi ini penulis akan mewawancarai pemilik waralaba 
cokelat klasik yang berada di Malang memalui pesan elektonik 
(email), dan akan mewawancarai penerima waralaba cabang UMS 
Solo yaitu Rizkia Juli Astuti. 
b. Dokumentasi 
Metode dokumentasi diakukan dengan cara mencari data tentang 
hal-hal yang bersangkutan dengan skripsi ini yaitu berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. 
c. Observasi 
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan 
(obyek penelitian).26 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik Analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan 
metode deduksi. Metode deduksi adalah cara menganalisa data yang 
bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus. Hasil dari 
                                                          
25 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian ... hlm., 80. 
26 Uma Sekaran, Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 
2006), hlm., 21.  
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penggunaan teori ini adalah mempunyai kesimpulan seperti diterima, 
didukung, memperkuat, meragukan, mengkritik bahkan membantah.27 
Kegunan metode ini adalah untuk mengetahui konsep pelaksanaan 
kontrak waralaba dari perspektif Hukum Islam. 
G. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung penelaah yang lebih menditail seperti yang sudah 
dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis berusaha 
melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang 
mempunyai tema yang tidak jauh berbeda dengan waralaba/ franchise. 
Adapun tema yang penulis angkat sekarang tidak terdapat penelitian yang 
sama dengan penulis angkat untuk diteliti. Penelitian dahulu yang penulis 
temukan diantaranya yaitu: 
Skripsi yang berjudul Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam. Oleh 
Iis Purwanti dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta tahun 
2007. Dimana skripsi tersebut membicarakan tentang waralaba di 
Indonesia secara lebih luas dimana hanya sebatas membicarakan akad 
syirkah dan ijarah saja. Dari skripsi Iis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
waralaba tersebut akad yang digunakan dalam mendapatkan waralaba oleh 
franchisor yaitu hak ibtikar (hak cipta), dan adanya akad syirkah dan 
ijarah apabila ingin menyewa waralaba tersebut untuk sebuah usaha.28 
Skripsi yang berjudul Kontrak Warlaba Dalam Perspektif Hukum 
Positif Dan Hukm Syariah (Studi Kasus Pada Bakmi Raos Dan Bakmi 
                                                          
27 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian ... hlm., 60. 
28 Iis Purwanti, Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam. Skripsi IAIN Surakarta 
tahun 2007. 
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Tebet) Oleh Fery Andriansyah dari Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Dalam skripsi tersebut membahas 
tentang perbedaan diantara dua obyek bisnis waralaba dimana diantara 
keduaanya dapat dijelaskan mengenai penerapan sistem  pengelolaan  
dalam  hal bahan baku, SDM, manajemen dan kontrak kerjasama. Dari 
skripsi Fery ini dapat ditarik kesimpulan bahwa contoh obyek seperti 
bakmi tebet dan baik raos ini sudah sesuai syariah. 29 
Skripsi yang berjudul Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Peraturan Pemerintah No.42 
Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba oleh Qisthi Abidy dari Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013. Dalam skripsi 
tersebut membicarakan tentang waralaba dalam hukum positif yaitu 
Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 dan hukum Islam yaitu DSN  
MUI. Dari skripsi Qisthi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 
peraturan pemerintah sudah ditetapkan peraturan tentang para laba 
sedangkan dalam peraturan MUI hanya mengacu pada fatwa tentang 
musyrakah dan fatwa tentang ijarah. Sehingga usaha para laba hanya 
mengacu pada peraturan pemerintah saja.30 
Publikasi ilmiah yang berjudul Analisis Perjanjian Usaha Waralaba 
Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Crunchy Molen 
                                                          
29Fery Andriansyah, Kontrak Warlaba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukm 
Syariah (Studi Kasus Pada Bakmi Raos Dan Bakmi Tebet), Skripsi UIN Syarif 
Hidayatullah 2011. 
30Qisthi Abidy, Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(Dsn-Mui) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis 
Waralaba,Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013. 
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Kress Di Desa Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo).Oleh Oktofan 
Hari Yudanto Dari Univesitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017. 
Dimana publikasi ilmiah tersebut membicarakan tentang Perjanjian yang 
dilaksanakan dalam waralaba dalam pandangan Islam apabila suatu saat 
terjadinya sengketa atau sesuatu yang diluar klausul perjanjian yang sudah 
disepakati. Dari publikasi ilmiah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
apabila terjadi sengketa atau resiko hanya ditanggung oleh penerima 
waralaba saja (sesuai dengan klausul perjanjiannya atau bahkan apabila 
tidak tercantum dalam perjanjian).31 
Dari berbagai penelitian diatas adapun keterkaitan judul-judul yang 
peneliti lakukan. Letak perbedaan yang terdapat pada skripsi penulis 
dengan skripsi ataupun jurnal hukum terdahulu adalah mengenai aspek 
akadnya dan konsep bagi hasil dalam pelaksanaan kontrak waralaba, 
membahas mengenai struktur dan substansi dari isi kontrak bisnis 
waralaba, serta mengenai hak dankewajiban pihak yangterlibat dalam 
kontrak, dan hal-hal lainnya yang umum ditemukan dalam kontrak bisnis, 
dilihat dari perspekif Hukum Islam. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 
menyusun sistematika sedemekian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 
                                                          
31Oktofan Hari Yudanto, Analisis Perjanjian Uasha Waralaba Makanan Dalam 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasis Di Crunchy Molen Kress Di Desa Gumpang, Kec. 
Kartasura, Kab. Sukoharjo), Publikasi Ilmiah tahun 2017. 
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penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan 
adalah sebagai berikut : 
Pada BAB I Laporan penelitian ini akan dijelaskan mengenai 
pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan berisi beberapa sub Bab, antara 
lain Latar Belakang tentang bisnis waralaba. Selanjutnya adalah rumusan 
masalah pelaksanaan kontrak bisnis waralaba menurut perspektif hukum 
Islam. Selanjutnya adanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menjelaskan pelaksanaan kontrak waralaba menurut hukum Islam 
dan standar apa saja untuk memenuhi kriteria syariah dalam menjalankan 
bisnis waralaba tersebut. Pada sub bab selanjutnya terdapat Manfaat 
penelitian ini ditunjukan untuk mendapatkan manfaat dari tinjauan Hukum 
Islamyang membahas tentang kontak bisnis waralaba dalam penerapan 
kedalam bisnis waralaba yaitu pada Cokelat Klasik. Selanjutnya adanya 
kerangka teori yang akan memaparkan pengertian serta sumber-sumber 
yang akan penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini. 
BAB II berisikan tinjauan umum yang mencakup teori dan konsep 
mengenai waralaba secara umum beserta sub bab lainnya. Waralaba dalam 
perspektif teori akad beserta sub bab lainnya. Dan adanya akad syirkah dan 
ijarah yang termasuk kedalam menjalankan bisnis waralaba. 
BAB III akan disajikan gambaran umum profil obyek yang sudah 
diteliti yaitu Bisnis Cokelat Klasik. Dalam penyajian profil tersebut 
penulis juga akan menampilkan sistem waralaba dalam bisnis cokelat 
klasik yang berpusat di Malang dan Cokelat Klasik cabang UMS Surakarta 
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sebagai penerima waralaba. Serta akan dipaparkan mengenai aspek 
pembiayaan, pembagian keuntungan dan penanggungan resiko dalam 
praktek bisnis waralaba di Cokelat Klasik. 
BAB IV akan disajikan analisis hukum Islam terkait dengan hasil 
penelitian yang menjelaskan kontak bisnis waralaba dari bisnis Cokelat 
Klasik. Pembahasan yaitu membahas semua tentang bisnis waralaba 
yangakanditinjau dari segi hukum Islam mencakup tentang sudah 
terpenuhinya syarat, rukun, sistem bagi hasil, dan penanggungan resiko 
dalam standar Hukum Islam. 
BAB V akan disajikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
yang disajikan dari perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan kontrak 
bisnis waralaba di Cokelat Klasik. Sehingga dapat  mengetahui pengaturan 
kontrak terhadap bisnis waralaba dan syarat yang harus dipenuhi dalam 
mencapai syariat. Sedangkan saran tersebut ditulis untuk memberikan 
saran terhadap pelaku bisnis yang masih belum mengerti akan bisnis 
tersebut. Apabila sudah ada yang mengerti akan bisnis waralaba ini 
diharapkan dapat menjalankan bisnis waralaba ini sesuai yang tertuang 
dalam hukum Islam. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG KONTRAK WARALABA, SYIRKAH, 
DAN IJARAH 
A. Waralaba 
1. Pengertian Waralaba (Franchise) 
a. Pengertian Secara Bahasa 
Pengertian Franchise berasal dari bahasa Perancis affranchir 
yang berarti tofree yang artinya membebaskan. Dalam bidang bisnis 
franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk 
menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu.32 
Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan 
masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik 
perhatian banyak pihak untuk mendalaminya kemudian istilah 
franchise dicoba di Indonesiakan dengan istilah “waralaba‟ yang 
diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan 
Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah 
franchise. Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih 
istimewa dan laba berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha 
yang memberikan keuntungan lebih/ istimewa.33 
b. Pengertian Secara Istilah 
Amerika Serikat melalui IFA (International Frenchise 
Association) mendefinisikan waralaba sebagai hubungan  kontraktual 
antara franchisor dan  franchisee. Franchisor berkewajiban menjaga 
                                                          
32Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta:PT. 
Rineka Cipta, 2003), hlm., 56 
33 Andrian Sutedi, Hukum Waralaba (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm., 7 
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kepentingan secara kontinyu pada bidang usaha yang dijalankan oleh 
franchisee, misalnya lewat pelatihan, di bawah merek dagang yang 
sama dengan format dan standard operasional atau kontrol franchisor, 
dimana franchisee menanamkan investasi pada usaha tersebut dari 
sumber dananya sendiri. Sementara itu, British FanchiseAssociation 
mendefinisikan waralaba sebagai garansi kontraktual oleh satu orang 
(franchisor) ke pihak lain (franchisee) dengan mengizinkan atau 
meminta franchisee menjalankan usaha dalam periode tertentu dalam 
bisnis yang menggunakan merek yang dimiliki oleh franchisor.34 
British Franchise Association (BFA) mendefinisikan franchise 
sebagai berikut: franchise adalah contractuallicence yang diberikan 
oleh suatu pihak (franchisor) kepada pihak lain (franchisee) yang: 
1) Mengizinkan franchisee untuk menjalankan usaha selama periode 
franchise berlangsung. suatu usaha tertentu yang menjadi milik 
franchisor.  
2) Franchisor berhak untuk menjalankan kontrolyang berlanjut selama 
periode franchise. 
3) Mengharuskan franchisor untuk memberikan bantuan pada 
franchisee dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek 
franchise (berhubungan dengan pemberian pelatihan, 
merchandising atau lainnya). 
                                                          
34Qisthi Abidy, Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (Dsn-Mui) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap 
Bisnis Waralaba, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
tahun 2013. 
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4) Mewajibkan franchisee Untuk secara periodik selama periode 
franchise berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai 
pembayaran atas franchise atau produk atau jasa yang diberikan 
oleh franchisor kepada franchisee.  
5) Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (holding 
company) dengan cabangnya atau antara cabang dari perusahaan 
induk yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang 
dikontrolnya.35 
Jadi  pada  dasarnya  waralaba (franchise)  merupakan  salah  
satu  bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan 
pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada 
kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara, 
prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain 
yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, 
serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. 
2. Sejarah Franchise  
Sejarah waralaba ini dimulai sudah sejak tahun Masehi. Dimana 
pencetus bisnis waralaba ini adalah Isaac Singer. Isaac Singer adalah 
orang pertama yang memakai konsep waralaba ini. Konsep ini dia 
terapkan dalam mesin jahitnya yang bernama Singer dan kemudian di 
distribusikan seluruh Amerika.Bisnis yang berkonsep waralaba ini 
yang dijalankan oleh Isaac gagal.Walaupun mengalami kegagalan 
                                                          
35Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Jakarta:PT. 
Rineka Cipta, 2003), hlm., 57-58. 
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namun banyak suksesor-suksesor yang mengikuti konsep bisnis 
waralaba ini. Contohnya John S Pemberton, pendiri Coca Cola, 
industry otomotif AS, General Motors Industry di tahun 1898. 
Konsep bisnis ini menjadi terkenal dan banyak dipakai oleh para 
pebisnis yang ingin sukses di Amerika pada saat itu. 
Walaupun franchise dipopulerkan di negara Amerika Serikat, 
namun asal mula kata Franchise berawal dari Eropa, yaitu Perancis 
dan Inggris. Kata Franchise sendiri bermakna kebebasan (Freedom). 
Pada tahun 1978, Federal Trade Commission (FTC) mengeluarkan 
peraturan yang mewajibkan setiap Franchisor yang akan memberkan 
penawaran peluang waralaba kepada public untuk memiliki UFOC 
(Uniform Franchise Offering Circular). UFOC adalah dokumen yang 
berisi informasi lengkap mengenai peluang bisnis. 
Franchise yang ditawarkan seperti: sejarah bisnis, pengelola, hal 
yang berkaitan dengan hukum, perkiraan investasi, deskripsi konsep 
bisnis, dan salinan perjanjian. Yang bertujuan untuk menyampaikan 
informasiyang cukupmengenai perusahaan untuk membantu calon 
franchisee dalam mengambil keputusan.36 
3. Perkembangan Waralaba Indonesia 
Di Indonesia sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, 
yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui 
pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, 
                                                          
36 Sonny Sumarsono, Manajemen Bisnis Waralaba, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2009), hlm., 2-5. 
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yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu 
franchisee tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga memiliki hak 
untuk memproduksi produknya. Pada tahun 1980-1990 terjadi invasi 
besar-besaran dari pewaralaba asing yang datang ke Indonesia. 
Contoh pewaralaba asing yang datang ke Indonesia antara lain KFC, 
Mc Donald’s, dan Wendys. Pewaralaba asing ini merupakan sebagian 
jaringan yang masuk ke Indonesia pada awal-awal berkembangnya 
waralaba di Indonesia. Es Teler 77 merupakan contoh salah satu dari 
konsep waralaba yang dijalankan oleh pebisnis lokal.37 
Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada tanggal 22 
November 1991 telah berdiri suatu organisasi yang menaungi para 
franchisor dan franchisee. Organisasi ini bernama Asosiasi 
Franchise Indonesia (AFI). Ketika terjadi krisis moneter 
yangmenimpa Indonesia pada tahun 1997, sekitar 64% pewaralaba 
asing menutupusahanya. Penutupan waralaba asing ini karena 
terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga franchise fee 
dan royalty fee serta bahan baku, peralatan dan perlengkapan lainya 
meningkat. Oleh sebab itu, jumlah perusahaan waralaba asing 
mengalami penurunan sebesar 9,78% dari tahun 1997-2001. Setelah 
krisis moneter reda, mulai  bermunculan berbagai  bisnis  waralaba 
                                                          
37Andrian Sutedi, Hukum Waralaba, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm., 7. 
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yang dijalankan para pengusaha lokal, seperti Primagama, Alfamart 
dan, Martha Tilaar.38 
Seseorang yang tertarik dengan peluang bisnis waralaba biasanya 
wajib membeli lisensi atau izin penggunaan nama yang disebut initial 
fee atau franchise fee. Selain berhak menggunakan nama dagang 
sebagai imbalan, pembeli mendapat pengetahuan sistem bisnis serta 
pelatihan karyawan yang sama dengan pihak yang mengeluarkan 
lisensi. Pembel lisensi juga harus membayar royalty dari persentase 
penjualan. 
Suatu jaringan format bisnis waralaba akan terus berekspansi. Ada 
beberapa asosiasi waralaba Indonesia antara lain APWINDO (Asosiasi 
Pengusaha Waralaba Indonesia), WALI (waralaba dan License 
Indonesia), AFI (Asosiasi Franchise Inonesia).39 
Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia dapat dapat dilihat 
dalam tabel berikut ini yang penulis dapatkan dari Asosiasi Franchise 
Indonesia (AFI) yang diambil dari tahun 1992-2009.40 
                                                          
38Ibid., hlm 7. 
39Sonny Sumarsono, Manajemen Bisnis…, hlm. 10-11. 
40 www.franchiseindonesia.or.id. Diakses pada 28 Februari 2018. 
Tahun Jumlah Waralaba 
Asing 
Jumlah Waralaba 
Lokal 
Total 
1992 
1995 
1996 
1997 
2000 
2001 
29 
117 
210 
235 
212 
230 
6 
15 
20 
30 
39 
42 
35 
132 
230 
265 
251 
272 
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Sumber: Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Tahun 2009. 
Sedangkan menurut Kementerian Perdagangan  (Kemendag), 
bahwa di Indonesia tercatat ada 698 waralaba dengan jumlah gerai 
24.400 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan omsetnya 
sejumlah 172 Triliun Rupiah.41 
4. Pengaturan Bisnis Waralaba 
Tonggak kepastian hukum akan format waralaba Indonesia dmulai 
pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 
tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP 
No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba seperti Kriteria, perjanjian 
waralaba, kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran, pembinaan dan 
pengawasan, sanksi, dan ketentuan peralihan.42 
Selanjutnya ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum 
dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut, Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 
tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha 
Waralaba. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.Undang-
                                                          
41 www.kemendag.go.id. Diakses 28 Februari 2018. 
42Sonny Sumarsono, Manajemen Bisnis…, hlm. 8. 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2008 
 
212 
190 
200 
237 
220 
250 
47 
49 
85 
129 
230 
450 
259 
239 
285 
366 
450 
700 
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Undang N0.15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang No. 30 
Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
5. Waralaba Sebagai Bisnis 
Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki dua jenis 
kegiatan:43 
a. Waralaba produk dan merek dagang 
Dalam waralaba produk dan merek dagang, pemberi waralaba 
memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk 
yang dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai dengan 
pemberian izin menggunakan merek dagang milik pemberi 
waralaba. Atas pemberian merek izin penggunaan merek dagang 
tersebut biasanya pemberi waralaba memperoleh suatu bentuk 
pembayaran royalty fee di muka dan selanjutnya pemberi waralaba 
memperoleh keuntungan (yang selanjutnya disebut royalty berjalan) 
melalui penjualan produk yang diwaralabakan  kepada penerima 
waralaba. Dalam bentuknya yang sederhana ini, waralaba produk 
dan merek dagang sering kali  mengambil bentuk keagenan, 
distributor atau lisensi penjualan. 
b. Waralaba format bisnis 
Agak berbeda dengan waralaba produk dan merek dagang, 
waralaba format bisnis menurut pengertian yang diberikan oleh 
Martin Mandelson dalam Franchising: Petunjuk   Praktis   bagi 
                                                          
43Gunawan widjaja, Waralaba atau Lisensi, hlm. 13 
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Franchisor dan Franchisee, waralaba format bisnis adalah 
pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (pemberi waralaba) kepada 
pihak lain (penerima waralaba), lisensi tersebut memberi hak kepada 
penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek 
dagang/nama dagang pemberi waralaba,dan untuk menggunakan 
seluruh paket, yang terdiri dariseluruh elemen yang diperlukan 
untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis 
dan untukmenjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas 
dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Martin Mandelson 
meyatakan bahwa waralaba format bisnis ini terdiri atas: 44 
1) Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba. 
2) Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek 
pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba. 
3) Proses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak 
pemberi waralaba. 
6. Waralaba Dalam Perjanjian 
Dalam franchise ada dua pihak yang terlibat yaitu franchisor 
atau pemberi waralaba dan franchisee atau penerima waralaba di 
mana masing - masing pihak terikat dalam suatu perjanjian yaitu 
perjanjian waralaba. 
Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut tersebut 
dikerenakan perjanjian waralaba disyaratkan tertulis sesuai dalama 
                                                          
44Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta,2003), hlm. 56. 
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Pasal 4 PP RI No.42 Tahun 2007 tentang waralaba untuk dibuat 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengikuti hukum yang 
berlaku di Indonesia. Hal ini diperlukan sebagai perlindungan bagi 
kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba tersebut. 
Selain itu suatu waralaba diwajibkan memenuhi kriteria-kriteria 
sebagai berikut:45 
a. Memiliki ciri khas usaha; 
b. Terbukti sudah memberikan keuntungan; 
c. Memiliki standar atas pelayanan barang dan atau jasa yang 
ditawarkan secara tertulis; 
d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan; 
e. Adanya dukungan yang berkesinambungan; 
f. Hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar. 
Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 menegaskan 
bahwa klausul waralaba setidaknya harus memuat hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Nama dan alamat para pihak; 
b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual; 
c. Kegiatan usaha; 
d. Hak dan kewajiban para pihak; 
                                                          
45Gemala Dewi ,Hukum Perikatan.., hlm. 190-191. 
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e. Bantuan, fasilits, bimbingan operasional, pelatihan, dan 
pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada 
penerima waralaba; 
f. Wilayah usaha; 
g. Jangka waktu perjanjan; 
h. Tata cara pembayaran imbalan; 
i. Kepemilkan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris; 
j. Penyelesaian sengketa; dan 
k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan 
perjanjian.  
Selanjutnya pemberi waralaba harus menyampaikan klausul 
perjanjian kepada penerima waralaba paling singkat dua minggu 
sebelum penandatangan perjanjian waralaba.46 
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak47 
a. Kewajiban pemberi waralaba (franchisor) 
1) Memberikan semua informasi yang berhubungan dengan hak 
atas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri khas usaha, 
misalnya sistem manajemen dan cara penjualan atau penataan 
atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang 
menjadi objek waralaba. 
2) Memberikan bantuan pembinaan, bimbingan, dan pelatihan 
kepada penerima waralaba. 
                                                          
46Gemala Dewi ,Hukum Perikatan.., hlm. 190-191 
47Andrian Sutedi, Hukum Waralaba.., hlm., 41-42. 
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b. Hak pemberi waralaba (franchisor) 
1) Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba. 
2) Memperoleh laporan-laporan secara berskala atas jalannya 
kegiatan usaha penerima waralaba. 
3) Mewajibkan penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan 
hakatas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri khas 
usaha, misalnya sistem manajemen serta penemuan atau 
penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik 
khusus yang menjadi objek waralaba. 
4) Mewajibkan agar penerima waralaba tidak melakukan kegiatan 
yang sejenis, serupa ataupun yang secara langung maupun 
tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dalam kegiatan 
usaha yang diwaralabakan. 
5) Menerima pembayaran royalty dalam bentuk, jenis, dan jumlah 
yang dianggap layak olehnya. 
c. Kewajiban penerima waralaba (franchisee) 
1) Melaksanakan seluruh intruksi yang diberikan oleh pemberian 
waralaba guna melaksanakan hak atas kekayaan intelektual 
serta penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem 
manajemen serta penemuan atau penataan atau cara distribusi 
yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek 
waralaba. 
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2) Memberikan keleluasaan kepada pemberi waralaba untuk 
melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun tiba-
tiba, guna memastikan bahwa penerima waralaba telah 
melaksanakan waralaba yang diberikan dengan baik. 
3) Memberikan laporan-laporan secara berkala maupun atas 
permintaan khusus dari pembei waralaba. 
4) Membeli barang modal tertentu maupun barang-barang 
tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari 
pemberi waralaba. 
5) Menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual serta 
penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen 
serta penemuan atau penataan atau cara distribusi yang 
merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba. 
6) Melakukan pendaftaran waralaba. 
7) Melakukan pembayaran royalty dalam bentuk, jenis, dan 
jumlah yang telah disepakati secara bersama. 
8) Jika terjadi pengakhiran waralaba, maka wajib mengembalikan 
seluruh data, informasi, maupun keterangan yang 
diperolehnya. 
d. Hak penerima waralaba (franchisee) 
1) Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan 
dengan hak atas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri 
khas usaha, misalnya sistem manajemen serta penemuan atau 
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penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik 
khusus yang menjadi objek waralaba yang diperlukan untuk 
melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut. 
2) Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba ata segala macam 
cara pemanfaatan atau penggunaan hak atas kekayaan 
intelektual serta penemuan atau ciri khas usaha, misalnya 
sistem manajemen serta penemuan atau penataan atau cara 
distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi 
objek waralaba.48 
B. Konsep Akad 
1. Pengertian Akad 
a. Pengertian Secara Bahasa 
Akad dari segi bahasa adalah al-Aqdah dan al-ahdah yang artinya 
sambungan dan janji. Al-‘Aqd dipergunsksn dalam banyak makna, 
yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan 
dua hal.49 
b. Pengertian Secara Istilah 
Dari segi terminologi terdapat beberapa makna akad yang 
dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah perikatan yang 
ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang 
berdampak pada objeknya.50 
                                                          
48Andrian Sutedi, Hukum Waralaba.., hlm., 41-42 
49 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.,44 
50 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah…., hlm.,44. 
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Ijab adalah pernyataan dari seseorang penjual, contohnya adalah 
“Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Contoh dari qabul adalah 
“Saya beli barang kamu.” Maksud dari ijab qabul adalah suatu 
perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan suatu keridhaan dalam 
berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar 
dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.51 Ijab qabul dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukan kehendak 
dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat 
ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai 
macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud 
dan tujuannya.52 
2. Rukun dan Syarat Akad 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. 
Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari: 
a. Al-aqidain (pihak-pihak yang berakad), syaratnya: 
1) Pihak yang berakad (disyaratkan tamyiz). 
2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang 
dilakukan, dimana pihak yang melakukan akad adalah 
mereka yang cakap atas hukum. 
 
                                                          
51Ibid., hlm. 45. 
52Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2008, hlm.,  51 
62 
 
b. Obyek akad, syaratnya: 
1) Dapat diserahkan, dapat ditransaksikan, benda yang 
bernilai dan dimiliki. 
2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat (bebas 
dari gharar dan  bebas dari riba) 
3) Adanya kewenangan  sempurna atas obyek akad, dimana 
obyek tersebut tidak tersangkut dengan hak orang lain. 
c. Sighat akad (pernyataan untuk mengikat diri) 
1) Adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam satu majlis akad. 
2) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas 
tanpa ada paksaan. 
d. Tujuan akad 
1) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’ 
2) Terbebas dari khiyar, dimana akad yang masih tergantung 
pada khiyar baru mengikat tatkala hak khiyar tersebut 
berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, akad tersebut 
belum mengikat.53 
Berbeda dengan jumhur ulama, madzhab Hanafi berpendapat 
bahwa rukun akad hanya satu yaitu sighatu al-‘aqd. Bagi madzhab 
hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur pokok yang 
                                                          
53Yazid Afandi, Fiqh Muamalah… hlm., 62. 
63 
 
membentuk akad, yaitu hanyalah pernyataan kehendak dari masing-
masing pihak.54 
3. Asas-Asas Akad Dalam Fiqh Muamalah 
Dalam pandangan fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang berakad mempunyai asas tertentu.Asas ini 
merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan bila 
mana sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 
dengannya. Asas tersebut adalah: 
a. Asas Kebolehan (Ibahah) 
Hadis riwayat al Bazar dan at-Tabrani 
    لْصَلأا  ْيىرْحىتلا ىَلَع  لْيىل ىدْلا ىل  دَي ىتََّح ةَح َاب ىلإْا ىءاَيْشَلأْا ىفِ  
artinya:“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.55 
Hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah 
boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada 
dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam 
memberi kesempatan luas kepada yangberkepentingan untuk 
mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan 
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.56 
 
                                                          
54Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Garuda Press, 2013), hlm., 60. 
55Imam MusbikiN. Qawa’id Al-Fiqhiyah, cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2001), hlm. 13 
56Imam Musbikin. Qawa’id Al-Fiqhiyah, hlm., 14. 
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b. Asas Kebebasan (mabda’ hurriyatu al-aqd) 
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 
melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut 
ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati 
bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak 
yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan 
kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang 
tidak bertentangan dengan syari’ah Islam, maka perikatan tersebut 
boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, Syari’ah 
Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan 
akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat 
sahnya adalah ajaran agama. Dalam QS Al-Maidah ayat 1 
disebutkan, 
 … ىدو ق عْلاىب او فَْوأ او نَمآ  َنيىذىلا َاياَهُّ َيأ 
artinya ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-
57.”perjanjian 
 
c. Asas Konsensualisme ( mabda’ al-radla’iyah) 
Dalam QS. An-Nisa (4): 29 
 ىإ ىلىطاَبْلاىب ْم كَن ْ ي َب ْم كَلاَوَْمأ او ل كَْأت َلا او نَمآ َنيىذىلا اَهُّ َيأ َاي ٍضَار َت ْنَع ًَةراَىتِ َنو كَت ْنَأ ىلا
اًمي ىحَر ْم كىب َناَك َهىللا ىنىإ ْم كَس ف َْنأ او ل  تْق َت َلاَو ْم كْن ىم 
artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
                                                          
57Faturrahman Djamil,“Hukum Perjanjian Syari’ah”,(Bandung: Citra Aditya 
Bakti), hlm. 249. 
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kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu”. 
 
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang 
dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara 
masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, 
penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka 
transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.58 Asas ini 
terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi 
yang artinya: ”Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan 
(ridha)”. 
Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat 
(1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah 
satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua 
belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang 
menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan 
secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua 
belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan 
pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.59 
d. Asas Janji itu mengikat 
Asas ini berasal dari hadis firman Allah SWT, terdapat pada 
QS Al-Isra’ ayat 34  
                                                          
58Ibid., hlm. 250. 
59Rahmani Timorita, “Asas dalam Perjanjian”, Jurnal La-Riba, Vol. 2 No. 1, 
2008, hlm., 97. 
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او بَرْق َت َلاَو   ل ْ ب َي ىتََّح  نَسْحَأ َي
ىه ىتِىلاىب ىلاىإ ىميىتَيْلا َلاَم َعْلا ىنىإ ىدْهَعْلاىب او فْوَأَو  ُ ىد شَأ َغ َناَك َدْه
 ًلاو ئْسَم 
 “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
dan  penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta 
perttanggung jawabannya”.60 
 
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang 
melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah 
disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.61 Sehingga seluruh 
isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh 
para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. 
e. Asas keseimbangan 
Hubungan mu’amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki 
kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia 
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara 
manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling 
melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang 
dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan 
hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan 
dan kesetaraan.62 Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang 
dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan 
                                                          
60Yazid Afandi, Fiqh Muamalah… hlm., 65. 
61Ibid., hlm. 66. 
62Gemala Dewi (2006). Hukum Perikatan ..., hlm. 33, 
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membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, 
agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat ayat 13 disebutkan 
 ….. او فَراَع َتىل َلىئاَب َقَو ًابو ع ش ْم كاَنْلَعَجَو ىَث ْن أَو ٍرََكذ ْن ىم ْم كاَنْقَلَخ اىنىإ  ساىنلا اَهُّ َيأ َاي 
”Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-lakidan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling mengenal” 
 
f. Asas kemaslahatan 
Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk 
perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan 
kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam 
perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak 
terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis.63 Asas  
kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan 
hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di 
masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 
790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat 
al-Qur’an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan.  
Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima 
kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-
raga, akal-pikiran, martabat. 
 
 
                                                          
63Rahmani Timorita, “Asas dalam… hlm., 98. 
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g. Asas amanah (iktikad yang baik) 
Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH 
Perdata yang berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan 
iktikad baik”.64 Asas ini mengandung pengertian bahwa para 
pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi 
kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan 
yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai 
tujuan perjanjian. 
h. Asas keadilan 
Dalam QS. Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah 
berfirman 
 …....    ساىنلا َمو ق َيىل َنَازي ىمْلاَو َباَتىكْلا  م هَعَم اَنْلَز َْنأَو ىتاَنِّ ي َبْلاىب اَنَل س ر اَنْلَسَْرأ ْدَقَل 
”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 
turunkan bersama mereka al-Kitab dan  
Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan 
keadilan”.  
 
Selain itu disebutkan pula dalam QS.Al A’raf (7): 29 yang 
artinya “ Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas 
ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku 
benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi 
perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua 
kewajibannya.65 
                                                          
64Ibid., hlm. 99. 
65Gemala Dewi (2006). Hukum Perikatan ..., hlm. 33. 
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i. Asas Tertulis 
Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat 
dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi 
persengketaan.66Dalam QS Al-Baqarah ayat 282-283 dapat 
dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar 
suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan 
diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan 
yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika 
suatuperjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat 
dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 
4. Berakhirnya Akad 
Dalam Islam, berakhirnya suatu akad selain telah tercapai 
tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh 
(pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan 
sebab-sebab sebagai berikut.67 
a. Di-fasakh, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’ 
b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, 
atau majelis. 
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan 
karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. 
Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh akad tidak dipenui 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
                                                          
66Ibid., hlm. 37-38. 
67Fery Andriansyah, Kontrak Warlaba…hlm., 49. 
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d. Karena habis waktunya 
e. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang 
f. Karena kematian 
C. Konsep Syirkah 
1. Pengertian Syirkah 
a. Pengertian Secara Bahasa 
Secara bahasa al-syirkah berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau 
persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit 
dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan 
usaha.68Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang 
mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak 
mungkin untuk dibedakan.  
b. Pengertian Secara Istilah 
Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat 
mengenai  pengertian  syirkah,  diantaranya  menurut  Sayyid  Sabiq,  
yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara orang yang 
berserikat dalam modal dan keuntungan.69 Menurut Hasbi ash-
Shidiqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang 
berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja 
pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.70 
                                                          
68Ghufran A. Masadi, Fiqh Muamalah Konstekstual, (Jakarta, Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm., 191. 
69Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 5, (Depok: Keira Publishing), hlm., 317. 
70Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm., 
125. 
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Dari beberapa pengertian diatas,  pada intinya pengertian  
syirkah sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam 
berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. 
Hasil keuntungan dalam musyarakah juga diatur, seperti halnya 
pada mudharabah, sesuai prinsip pembagian keuntungan dan 
kerugian (profit and loss sharing prinsiple) atau seperti yang 
istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang  
telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian 
financial. 
2. Dasar Hukum Syirkah 
Adapun yang dijadikan oleh para ulama atas kebolehan syirkah, 
antara lain: 
a. Al-Qur’an Surah Sad ayat 24 
 َلِإ ِهِجاَِعن َّنِإ ََ  ا َ يِثَك َنِم ِءَاطَلُخْلا يِغْبََيل ْمُهُضْع َب ىَلََ َقَل َ َمََل  ِِ ا ََ ُسِب َ ِت ََ ْع َن ى ْد
 َِ َاق 
  ُهَََّب   ََ َفْغ َتْسَاف  ُهاَّن َت َف اَمَّنَأ  ُدَُ اَد  َّنَ ََ  ْمُه اَم   ليَِلقََ  ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمََ ََ اوُنَمآ  َنيِذَّلا  َّلَِإ 
ضْع َب 
۩  َبَانَأََ ا عِكََا   ََّ َخََ 
Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim 
kepadamu dengan  meminta  kambingmu  itu  untuk  ditambahkan  
kepada  kambingnya.  dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 
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sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan  amal  yang  saleh;  dan  amat  sedikitlah  mereka  
ini".  dan  Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat.”71 
 
b. Hadits 
  ثىلَاث انأ : لى اعت للها لوقي :لاق ملسو هيلع للها ىلص ىبِىنلا ىنَع َا  هُ دَحَأ َْلَ اَم ىْينَكْيىرىشلا
)ددوادوبأ ُاور( .اَمىهىنْي َب ْن ىم  تْجَرَخ  َهناَخ اَذىَإف , هَب ىح اَص 
Artinya: “hadits yang diriwayatkan oleh abu dawud  dari abu 
hurairah, dalam sebuah hadits marfu’, ia berkata, sesungguhnya 
allah berfirman, “aku jadi yang ketiga diantara dua orang yang 
berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, 
apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka 
keluarlah aku dari mereka”.72 
 
3. Rukun dan Syarat Syirkah 
Dalam melakukan kerjasama diperlukan adanya suatu rukun dan 
syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun syirkah yang harus ada dalam 
melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih. Menurut golongan 
Asy-Syafi’iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk syirkah, Inan 
sajalah yang sah, sedangkan bentuk syirkah yang lain batal. 
Sedangkan rukunnya terdiri dari 3 bagian73: 
a. Sighat , mempunyai syarat: 
1) Pengelolaan diisyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu 
didalamnya menjual dan membeli. 
2) Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada 
ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara 
                                                          
71Dapartemen Agama Republik Indonesia, Qur’an Dan Terjemah, hlm.,  454. 
 
73Ibid., hlm. 141. 
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mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang 
diberikannya. 
3) Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka 
harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan 
pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan 
kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang 
diberikannya. 
4) Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin 
yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta 
syirkah dan saya  izinkan kamu mengelola dengan jalan yang 
biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini 
dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawban inilah 
yang dimaksud sebagai akad shigat. 
b. Dua orang yang berserikat, di dalamnya terdapat beberapa syarat: 
1) Pandai 
2) Baligh 
3) Merdeka  
c. Modal di dalamnya terdapat beberapa syarat: 
1) Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang 
dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut 
bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi 
dengan timbangan. 
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2) Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah 
berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi 
dengan yang lainnya. 
3) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota 
itu sejenis   artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak 
sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang 
berbeda. 
Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama madzhab, menurut 
ulama Hanafiah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab 
ijab dan qabul yang menentukan adanya syirkah.74 Sedangkan  yang 
lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian syirkah, dan harta 
adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian syirkah. Tata cara 
ijab dan qobul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku 
berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak 
teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya. 
4. Macam-Macam Syirkah 
Secara umum, pembagian syirkah terbagi menjadi dua, yaitu 
syirkah Amlak dan syirkah Uqud.75syirkah Amlak mengandung 
pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul   
apabila   dua   atau   lebih   orang   secara   kebetulan   memperoleh 
kepemilikan  bersama   atas  suatu  kekayaan  tanpa  membuat  
perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang 
                                                          
74Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…hlm., 139. 
75Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 5…hlm., 317. 
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memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau 
harta kekayaan baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. 
Syikah  amlak  sendiri  terbagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  
syirkah ijbariyyah  dan  syirkah ikhtiyariyyah.  Syirkah  ijbariyyah  
adalah  syirkah terjadi   tanpa   kehendak   masing-masing   pihak.   
Sedangkan   syirkah ikhtiyariyyah  adalah  syirkah  yang  terjadi  
karena  adanya  perbuatan  dan kehendak pihak-pihak yang 
bersyerikat. 
Sedangkan syirkah al-Uqud dapat dianggap sebagai kemitraan 
yang sesunguhnya, karena pihak yang persangkutan secara suka rela 
berkeingginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama 
dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak 
perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja 
perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam syirkah ini, 
keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti 
halnya mudarabah. Kerugian juga ditanggung secara proporsional 
sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan 
oleh para pihak. Fuqaha Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi’i 
dan Maliki berpendapat bahwa kerjasama (syirkah) terbagi atas empat 
macam,76yaitu: 
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a. Syirkah ‘Inan 
Syirkah inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta 
oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut 
dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak 
disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu 
juga wewenang dan keuntungan.77 
Ulama fiqih sepakat membolehkan kerjasama jenis ini. 
Hanya saja  mereka  berbeda   pendapat  dalam  menentukan  
persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam 
memberikan namanya. Dalam syirkah inan, para mitra tidak 
perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama 
dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama 
sehubungan  dengan  pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan 
itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak 
sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas 
ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. 
Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh  masing-masing 
mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh 
masing-masing mitra. 
Kerjasama ini banyak dilakukan maysarakat karena 
didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal 
dan pengelolaan. Boleh saja  modal  satu  orang  lebih  banyak  
                                                          
77Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 5…hlm., 318. 
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dibandingkan  yang  lainnya, sebagaimana dibolehkan juga 
seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu 
pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berneda,  
bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan 
syarat transaksi.78 
Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi 
adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai 
harga yang harus dibeli.  Sedangkan  modal  tidak  boleh  
digunakan  untuk  mengadakan perseroan ini, kecuali sudah 
dihitung nilainya pada saat transaksi, dan nilai tersebut akan 
digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. 
Syarat investasi itu harus jelas, sehingga bisa langsung dikelola.  
Sebab investasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan. Oleh 
karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan peseroan dengan 
kekayaan yang tidak ada atau hutang. 
Perseroan model ‘inan ini dibangun dengan prinsip 
perwakilan (wakalah)  dan  kepercayaan (amanah),  sebab  
masing-masing  pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau 
perseroan telah sempurnah dan telah menjadi satu maka para 
persero tersebut harus secara langsung terjun melakukkan 
kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. 
Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan 
                                                          
78Rahmat Syafi’I, Fiqh Muamalah…,hlm. 189. 
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kepadaorang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan 
orang tersebut untuk mengolah perseroannya.79 
Persyaratan khusus dari syirkah amwal, baik pada i’nan 
maupun mufawadah adalah sebagai berikut80: 
1) Modal syirkah harus ada dan jelas 
Jumhur Ulama 4 madzhab berpendapat bahwa modal 
dalam kerjasama harus jelas dan ada, tidak boleh berupa 
utang atau harta yang tidak ada ditempat, baik ketika akad 
maupun ketika jual beli. Namun demikian jumhur ulama‟, 
diantaranya ulama‟ Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah 
tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab 
penekanan kerjasama terletak pada akad bukan pada 
hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan 
hasil. 
Dengan demikian tidak disyaratkan adanya 
percampuran harta seperti pada mudharabah. Selain itu 
kerjasama adalah akad dalam hal mendaya gunakan 
(tasyarruf) harta yang menggandung unsur perwalian, maka 
dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur. Ulama 
Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat 
percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, 
tetapi dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan 
                                                          
79Ghufran A Masadi, Fiqh Muamalah…,hlm. 194-195. 
80Rahmat Syafi’I, Fiqh Muamalah…hlm., 194. 
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hukumnya. Ulama syafi’iyah, zafar, dan zahiriyah 
mensyaratkan percampuran harta sebelum akad. Dengan 
demikian, jika dilakukan setelah akad hal itu dipandang tidak 
sah. 
Perbedaan pendapat diatas berdampak pada ketentuan 
lainnya. Jumhur  ulama membolehkan kerjasama  sejenis,  
tetapi  berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang 
dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya ulama syafi’iyah 
dan zafar, tidak membolehkannya sebab akan sulit 
pencampurannya. 
2) Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak  
Ulama fiqih dari empat madhzab sepakat bahwa modal 
harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti 
uang. Oleh karena itu, tidak sah modal syirkah dengan 
barang-barang, baik  yang bergerak (manqul) maupun tetap 
(aqar). 
Adapun Imam malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu 
harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau  
dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan 
memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa kerjasama 
adalah akad pada modal  yang jelas. Dengan demikian, 
benda dapat  diserupakan dengan uang. Tentang kerjasama 
dengan barang yang tidak berharga universal,  seperti   yang  
80 
 
mengandung  persamaan dalam timbangan, takaran, atau 
hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain. 
Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan 
alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila 
dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antar 
keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama 
malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai 
percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, 
bagaimana pada benda sebab dua makanan yang 
bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda 
akan mudah dibedakan. 
Sementara itu ulama Hanabilah melarang bentuk syirkah 
di atas. Ulama Hanafiyah, Syi’ah Imamiyah, dan Zaidiyah 
berpendapat bahwa bentuk kerjasama  ini,  yakni dengan  
barang-barang  yang  ditakar, ditimbang dan dihitung, adalah 
dilarang sebelum adanya percampuran.81 
b. Syirkah Mufawwadah 
Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. 
Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan dimana posisi 
dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah 
sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal 
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keuntungan dan risiko kerugian.82Syirkah mufawadah ini 
mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Harta masing-masing pihak harus sama 
2) Persamaan wewenang dalam membelanjakan 
3) Persamaan agama 
4) Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil 
dari persero lainnya dala hal pembelian dan penjualan 
baramg yang diperlukan. 
Imam Syafi’i mengemukakan alasan bahwa sebutan syirkah 
itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan syirkah 
itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.83Untuk  
mencapai  persamaan  sebagaimana  disyaratkan  dalam syirkah 
mufawadah, adalah perkara sukar, karena banyak menyangkut 
kesamaran (gharar) dan ketidak jelasan (jalalah).84Karena jenis 
akad mufawadah ini tidak ada ketentuan dalam syariat. 
Lebih-lebih lagi tentang tercapainya persamaan (seperti yang 
dimintakan pesyarat) adalah sesuatu yang sukar, mengingat 
adanya gharar dan ketidakjelasan.85 
Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, 
baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu 
tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni 
                                                          
82Ibid., hlm. 195. 
83Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid…, hlm. 306. 
84Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang…hlm.,262. 
85 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah…, hlm.177. 
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masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang 
yang diwakili oleh lainnya. Selain itu di anggap tidak sah jika 
modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara 
anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dankafir, 
dan lain-lain. Apabila dari salah satu syarat di atas tidak 
terpenuhikerjasama ini berubah menjadi kerjasama ‘inan 
karena tidak ada kesamaan. 
c. Syirkah wujuh 
Yaitu  bahwa  dua  orang  atau  lebih  membeli  sesuatu  
tanpa permodalan,  yang  ada  hanyalah  pedagang,  terhadap  
mereka  dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. 
Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan 
modal. 
Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena 
suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian syirkah dianggap 
sah, dan untuk syirkah ini dibolehkan berbenda pemilikan 
dalam suatu yang dibeli, sesuai denggan bagian masing-masing 
(tanggung jawab masing-masing). Sedangkan As-Syafi’i 
menganggap syirkah ini batil, begitu juga Maliki, karena yang 
disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan 
kedua unsur ini dalam syirkah wujuh, tidak ada.86 
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d. Syirkah Abdan 
Yaitu   bahwa   dua   orang   berpendapat   untuk   pekerjaan   
dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut 
kesepakatan. Syirkah ini juga disebut syirkah a’mal (syirkah 
kerja) atau syirkah abdan (syirkah fisik), atau syirkah shana’i 
(syirkah para tukang), atau syirkah taqbubbul (syirkah 
penerimaan).87 
5. Berakhirnya Perjanjian Syirkah 
Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati 
hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah 
disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. 
Adapun perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. 
Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada pula  
yang membatalkan sebagian yang lainnya.88 
a. Pembatalan syirkah secara umum 
1) Pembatalan 
2) Meninggalnya 
3) Salah 
4) Gila 
5) Modal 
b. Pembatalan syirkah secara khusus 
1) Harta syirkah rusak 
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Apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang 
rusaksebelum dibelanjakan, kerjasama batal. Hal ini terjadi 
pada syirkah amwal. Alasannya yang menjadi barang 
transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal 
sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli. 
2) Tidak ada kesamaan modal 
Apabila harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang 
rusak sebelum dibelanjakan, kerjasama batal. Hal ini terjadi 
pada syirkah amwal. Alasannya yang menjadi barang 
transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal 
sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli. 
6. Pembagian Keuntungan Dalam Syirkah 
Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti 
mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai 
apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan syirkah, 
bahwa tujuan syirkah adalah untuk mencapai serta memperoleh 
laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan  
kesepakatan  yang  dibuat    oleh  para  anggota  syirkah  pada  saat 
mengadakan perjanjian langsung. 
Bahwa syariat memberikan izin untu meningkatkan laba atas 
kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis 
ini.Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi 
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secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap 
modal.89 
Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari 
anggota, sehingga keuntunggan itu mengalami pembagian antara 
anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan 
tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus 
sesuai dengan pesentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-
masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 
50%. 
Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang 
berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang 
disetorkan kepada syirkah itu sebesar 30%, sedangkan  yang lain 
70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota 
syirkah sebesar 50%. 
Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i  tidak  memperbolehkan  
pembagian semacam  ini,  dengan  alasan  tidak  boleh  dibagi  pihak  
yang  bekerja  sama mensyaratkan kerugian.90 Imam Hanafi dan 
Imam Hambali, memperbolehkan pembagian  keuntungan  
berdasarkan  dengan  sistem  di  atas,  dengan  syarat pembagian itu 
harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero. 
Alasan Imam Malik dan Imam Syafi’i  yang melarang hal itu 
karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil 
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pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga 
pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang 
ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan 
mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan. Keuntungan 
dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang 
ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.91 
Keuntungan  adalah  pertumbuhan  modal,  sedangkan  kerugian  
adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu 
sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang 
didalam keuntungan dan kerugian, hal  itu  berarti  menentang  
ketentuan  syirkah,  hal  ini  sama  saja  mereka memutuskan bahwa 
semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihaksaja.  
 Sedangkan dalam syirkah inan disyaratkan modalnya harus 
berupa uang (nuqûd) sedangkan barang (‘urûdh), misalnya rumah atau 
mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu 
dihitung nilainya (qîmah al-‘urûdh) pada saat akad. Keuntungan 
didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh 
masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, 
misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing 
menanggung kerugian sebesar 50%. 
Adapun hal terkait dengan ujrah ‘amil, maka berlaku ketentuan 
bahwa ujrah (upah) mereka ditentukan dalam rapat anggota bersama 
                                                          
91Taqyuddin An-Nabhani, Alih Bahasa Moh. Maghfur Wachid, Membangun 
Sitem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm., 
157. 
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dengan para investor yang lain sehingga disepakati besaran ujrah 
mereka, termasuk adalah biaya operasional usaha, pembahasan 
mengenai bagi untung, dan sebagainya. Ada yang memungkinkan 
pembagian keuntungan tidak samadengan presentasi jumlah modal 
yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan 
hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota 
dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman 
dan kemampuan dalam menjalankan modal.92 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembagian adalah didasarkan 
pada jenis pekerjaan/tanggung jawab kerja sebagaimana disyaratkan di 
awal kontrak. Akan tetapi, berbeda dengan pembagian keuntungan, 
maka “kerugian usaha” adalah dihitung berdasarkan rasio modal yang 
dimiliki masing-masing pihak yang terlibat kontrak. Ketentuan 
pembagian rasio ini harus dilandasi dengan pertimbangan syara’ dan 
aturan/kesepakatan yang berlaku dalam dunia usaha.93 
D. Konsep Ijarah 
1. Pengertian Ijarah 
a. Pengertian Secara Bahasa 
Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah 
ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah 
dan lain-lain. Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti 
                                                          
92Njatullah Siddiq, Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam, (Jakarta: 
Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 22. 
93Jurnal online Nahdhatul Ulama. www.nu.or.id. Diakses pada 30 Maret 2018. 
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ganti.94Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah.95 Menurut 
pengertian syara’, Al Ijarah ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian.96 
Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan 
sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, 
jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan 
perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang 
berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, 
dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan,  
rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga 
berupa karya pribadi seperti pekerja.97Dalam syariat Islam, ijarah 
adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.  
b. Pengertian Secara Istilah 
Ada beberapa definisi yang dikemukakan  para ulama98: 
1) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan ijarah sebagai transaksi 
terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan. 
2) Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai transaksi 
terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, 
dengan suatu imbalan tertentu. 
                                                          
94Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 5…hlm.,119. 
95Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu’in jilid 2, (Kudus: Menara Kudus), hlm., 286. 
96Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 5…hlm.,119. 
97Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2002),hlm., 52. 
98Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 5…hlm.,203. 
89 
 
3) Ulama Malikiyah  dan  Hanbaliyah  mendefinisikannya  sebagai  
pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan. 
Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut 
muajjir, sedangkan orang  yang menyewa  disebut musta’jir, benda 
yang diistilahkan ma’jur dan uang sewa atau imbalan atas 
pemakaianmanfaat barang disebut ajran atau ujrah. Sewa-menyewa 
sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang  bersifat 
konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan 
hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah 
berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang 
menyewakan (mu’ajjir) wajib menyerahkan barang (ma’jur) kepada 
penyewa (musta’jir). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda 
maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).99 
Al-ijarah  dalam  bentuk  sewa  menyewa  maupun  dalam  
bentuk  upah mengupah merupakan muamalah yang telah 
disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama 
adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis- 
hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama. 
 
 
                                                          
99Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 
hlm., 144. 
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2. Dasar Hukum Ijarah 
Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah dalam al-Quran 
terdapat dalam beberapa  ayat diantaranya firman Allah antara lain:100 
a. Surah At-Thalaq ayat 6 
…   ىن هَرو ج أ ىن هو تآَف ْم كَل َنْعَضَْرأ ْنىَإف ىن هَلَْحَ … 
“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 
mereka” 101 
 
b. Surah al-Qasash ayat 26 
 ىمَْلأا ُّيىوَقْلا َتْرَجْأَتْسا ىنَم َر ْ يَخ ىنىإ  ُْر ىجْأَتْسا ىتََبأ َاي َا  هُاَدْحىإ ْتَلَاق  ين  
“Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, 
upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah 
orang yang kuat dan dapat dipercaya”.102 
 
c. Adapun dasar hadis dari nabi diantaranya: 
Riwayat Ibnu Majjah, Rasulullah SAW bersabda:  
  َُرْجَأ َير ىجَلأا او طَْعأ ملسو هيلع للها ىلص هىللا  لو سَر َلَاق :َلَاق َرَم ع ىنْب ىهىللا 
ىدْبَع ْنَع
هجام نبا ُاور(  ه قَرَع ىفَىيَ ْنَأ َلْب َق( 
”Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum 
kering keringatnya”.103 
 
Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma’ ialah semua umat 
sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan 
(ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang 
                                                          
100Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah: Jilid 5…hlm.,203-204. 
101Dapartemen Agama RI…,hlm. 558. 
102Dapartemen Agama RI…,hlm. 389. 
103Ibid., hlm. 185. 
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berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.104  Umat  Islam  
pada  masa  sahabat  telah  berijma’    bahwa  ijarah dibolehkan 
sebab bermanfaat bagi manusia.105 
3. Rukun dan Syarat 
Ijarah  meupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam 
hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini,ijarah 
dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ijarah yang mentransaksikan 
manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya 
penyewaan rumah, toko, dan lain sebagainya. Kedua, ijarah yang 
mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia)yang lazim 
disebut perburuhan.106 
Oleh karena itu, transaksi ijarah dalam kedua bentuknya sebagai 
transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan agar supaya 
transaksi ijarah itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat 
yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Sehingga 
Rukan dan syarat tersebut meliputi: 
a. Aqid/ pihak yang melakukan akad, yaitu orang yang munggunakan 
jasa (mujir) dan orang yang memberikan jasa (musta’jir). 
Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan: 
1) memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat 
membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah 
orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah.  
                                                          
104Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah…,hlm. 117. 
105Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah…, hlm. 124. 
106Ghufron A Mas’adi, Fiqih Muamalah…, hlm. 183. 
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2) Para penganut Mazhab Syafi’i dan Hambali menambah 
syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak 
kecil meski sudah tamyiz, dinyatakan tidak sah jika belum 
balig.107  
Berbeda dengan kedua Mazhab di atas,  Mazhab  Hanafi  
dan  Maliki  mengatakan,  bahwa  orang  yang melakukan 
akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapianak yang 
telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan 
ketentuan disetujui oleh walinya.108 
b. Obyek transaksi (ma’jur), mempunyai syarat: 
1) Obyek harus jelas barangnya, dapat diserahkan, dapat 
ditransaksikan, benda dapat memiliki manfaat. 
2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat (bebas dari 
gharar). 
3) Sighat 
Syarat sah sighat akad dapat dilakukan dengan lafad atau 
ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau 
transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum 
dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman 
dalam ijab qabul adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua 
                                                          
107Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5…, hlm. 205. 
108M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, hlm., 231. 
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orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan 
dan pertentangan.109 
Selain itu, ketentuan umum yang ada dan menjadi pedoman  
hukum apabila perkataan yang dinyatakan adalah sesuai dengan 
niat dan kehendak dalam hati yang dinamakan sighat yang dapat 
dilakukan dengan secara lisan, tulisan dan isyarat yang 
memberikan yang jelas tentang adanya ijab qabul. Sighat dapat 
juga berupa perbuatan yang telah terjadi. 
4) Imbalan (Ujrah) 
Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, 
berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis 
dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah 
untuk ditempati denganmenempati rumah tersebut.110Upah (ujrah) 
dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: 
1) Upah yang telah disebutkan , yaitu upah yang telah disebutkan 
pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus 
disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). 
2) Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.  
Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagaikompensasi 
dalamsuatu transaksi yang sejenis pada umumnya.111 
                                                          
109Yazid Afandi, Fiqih Muamalah…, hlm. 60. 
110Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, hlm., 129. 
111Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2008), hlm., 230. 
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4. Macam-macam Ijarah 
Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua 
macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat 
pekerjaan. Pertama, Ijarah yang bersifat  manfaat  misalnya:  sewa-
menyewa  rumah,  toko,  kendaraan,  pakaian (pengantin) dan  
perhiasan.112Apabila manfaat itu merupakan  manfaat yang 
dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih 
sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. 
Menurut  ulama  Hanafiyah,  ketetapan  akad  ijarah  
kemanfaatan  yang sifatnya  mubah.  Menurut  ulama  Malikiyah,  
hukum  ijarah  sesuai  dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah 
dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada 
keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti 
benda yang tampak.113 
Kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara 
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah 
semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, 
tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang  bersifat  kelompok 
(serikat). Ijarah  yang  bersifat  pribadi  juga  dapat dibenarkan 
seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.114 
Dalam hal ini ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah 
dibagi menjadi dua, yaitu: 
                                                          
112M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, hlm., 236. 
113Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah…, hlm. 131-132. 
114M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, hlm., 236. 
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a. Ijarah khusus, yaitu ijarah  yang dilakukan oleh seorang pekerja. 
Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan 
orang yang telah memberinya upah. 
b. Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan bersama-sama atau 
melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan 
orang lain.115 
Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. Ijarah ‘Ayan: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk 
benda atau binatang dimana orang yang menyewakan  
mendapatkan  imbalan  dari  penyewa. 
b. Ijarah Amal: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk 
jasa atau skill  (kemampuan).116 
5. Berakhirnya Ijarah 
Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian 
yang lazim,   masing-masing   pihak   yang   terikat   dalam  perjanjian   
tidak   berhak membatalkan   perjanjian (tidak   mempunyai   hak 
fasakh)  karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah 
satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, 
perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu 
pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli 
waris.  
Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-
                                                          
115Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah…, hlm. 133-134. 
116Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 
hlm., 426. 
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menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang 
diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan 
pembatalan perjanjian (fasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan 
atau dasar yang kuat.117 
Adapun hal-hal yang menyebabkan ijarah fasakh (batal) sebagai 
berikut: 
a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan 
penyewa atau terlihat aib lama padanya. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang 
yang menjadi  ‘ain. 
c. Rusaknya   barang   yang  diupahkan (ma’jur‘alaih),  seperti  baju   
yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin 
terpenuhi sesudah rusaknya (barang). 
d. Terpenuhinya   manfaat   yang   diakadkan,   atau   selesainya 
pekerjaan, berakhirnya masa, kecuali jika terdapat użur yang 
mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah 
berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada 
ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun telah 
terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah 
terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan 
mencabut tanaman sebelum waktunya. 
                                                          
117Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi..,hlm. 148-149. 
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e. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: boleh memfasakh 
ijarah, karena  adanya użur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti 
seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian 
hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka 
ia berhak memfasakh ijarah.118 
  
                                                          
118Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5…, hlm., 214-215. 
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BAB III 
PELAKSANAAN KONTRAK WARALABA DI COKELAT KLASIK 
CABANG UMS  
A. Profil Cokelat Klasik 
Cokelat klasik merupakan salah satu wirausaha yang berada di Kota 
Malang yang eksistensinya sudah tidak menjadi sebuah yang tabu lagi di 
kalangan mahasiswa, masyarakat, dan kalangan anak kecil. Awalnya 
Martalinda Basuki atau yang akrab disapa Lala ini mempunyai gerai 
minuman dan makanan yang berada di kampong Inggris Pare Kediri. Akan 
tetapi, usahanya tersebut mengalami gulung tikar setelah berjalan selama 
satu tahun. Penyebab gulung tikar usahanya tersebut karena salah dalam 
pengelolaan. Lala akhirnya melakukan survey kepada pembeli makanan 
atau minuman apa yang paling diminat, dan akhirnya hasil yang didapat 
banyak konsumen yang  menyukai coklat. Lala segera menindak lanjuti 
survey tersebut. Ia segera membuat konsep bisnis yang hanya menjual 
minuman cokelat. Konsep bisnis kafe juga ditinggalkannya. Dia mengubah 
bisnis itu dari kafe menjadi rombong alias gerobak dorong. Nama 
usahanya berubah menjadi Cokelat Klasik. Konsep bisnis rombong 
tersebut rupanya membawa untung. Hasilnya ternyata mendapat respon 
yang sangat positif. Oleh karena itu diputuskan untuk menjadikannya 
sebagai produk usaha. 
Pada tanggal 12 Oktober 2012 gerai Cokelat Klasik mulai berdiri. 
Lokasi Cokelat Klasik yang pertama bertempat di Jl. MT Hariono Kota 
Magelang Jawa Timur. Gerai tersebut juga sebenarnya merupakan hasil 
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pengembangan dari Cafe Klasik yang didirikan pada tanggal 11 November 
2011 di Kampoeng Inggris Pare, Kediri Jawa Timur. Alasan didirikannya 
Cokelat Klasik selain karena banyaknya manfaat dari cokelat, juga karena 
bahan bakunya kering sehingga tidak mudah basi. Di samping itu juga 
mudah diperoleh dan tidak membutuhkan modal yang besar. Brand 
Cokelat Klasik dipilih sebenarnya tidak melalui tahap yang rumit. Brand 
tersebut sebenarnya berasal dari “Gerai Lala Asik” yang kemudian 
disingkat menjadi klasik. Sedangkan cokelat sendiri dipilih karena bahan 
baku produknya adalah cokelat. Dengan nama tersebut diharapkan agar 
semua masyarakat yang mengkonsumsi Cokelat Klasik setiap harinya akan 
merasa bahagia. 
Tahun 2013 tepatnya awal Januari, Lala memutuskan untuk 
mengembangkan bisnis Cokelat Klasik dengan konsep kemitraan. Bisnis 
Cokelat Klasik saat ini sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. 
Terhitung mulai Januari 2013 hinga Juni 2014 Cokelat Klasik telah 
memiliki 67 cabang yang tersebar di Kota Malang, Kediri, Tulungagung, 
Solo, Cilegon, Balikpapan hingga Lampung. Pemasaran Cokelat Klasik 
dilakukan melalui berbagai sosial media dan juga berbagai media cetak di 
berbagai daerah. Hasilnya, semakin lama jumlah mitra yang bergabung 
semakin banyak dan juga permintaan bahan baku semakin bertambah. Itu 
membuktikan bahwa Cokelat Klasik semakin dikenal masyarakat dan 
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semakin disukai oleh banyak pelanggan. Harga untuk setiap produk 
Cokelat Klasik muali dair Rp. 7.000,- hingga Rp. 12.000,.119 
Visi : menduniakan coklat Indonesia. 
Misi : Mengolah sumber daya alam berupa cokelat Indonesia menjadi 
produk andalan berstandar internasional. 
Adapun Paket atau Produk Cokelat Klasik yang ditawarkan kepada 
pihak franchisee adalah sebagai berikut : 
1. Paket kemitraan cokelat klasik : 
a. Paket gold Rp 25.000.000,- 
b. Paket silver Rp 15.000.000,- 
c. Paket basic Rp 14.000.000,- (khusus di mall) 
d. Ukuran both 120*80*200 cm120 
2. Paket branded cokelatklasik : 
fasilitas Paket gold Paket silver Paket basic 
Paket Branding Gerai - - 1 set 
Tenda / Neon Box 
(pilihan) 
1 set  - - 
Booth 2 set  1 set - 
Blender 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Dispenser 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Termos es batu 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Aqua galon 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Toples coklat 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Toples cincau 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
                                                          
119www.malangculinary.com/cokelatklasikcafe/. Diaksespada 15Maret 2018. 
120www.cokelatklasik.com. Diaksespada 10 Maret 2018. 
101 
 
Serutan coklat 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Serutan cincau 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Tempat tisue 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Tempat sedotan 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Tempat susu 2 pcs 2 pcs 2 pcs 
Pisau 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Irus 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Sendok 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Teko air 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Kursi 2 pcs 2 pcs 2 pcs 
Gunting 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Tempat sampah 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Ember 2 pcs 2 pcs 2 pcs 
Kabel 1 roll 1 roll 1 roll 
Kanebo 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Serbet 6 pcs 3 pcs 3 pcs 
Roll Banner 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
Flyer 100 pcs 100 pcs 100 pcs 
Seragam 4 pcs 2 pcs 2 cs 
Buku nota pencatatan 8 pcs 4 pcs 4 pcs 
DVD 1 pcs 1 pcs 1 pcs 
3. Bahan baku :121 
fasilitas Paket gold Paket silver Paket basic 
Ice choco ori 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Ice choco cincau 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Ice choco milk 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Ice chocho nut 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Ice chocopuchino 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
                                                          
121www.cokelatklasik.com. Diaksespada 10 Maret 2018. 
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Ice capcin 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Ice white choco anggur 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Ice white 
chocostrawberry 
25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Ice white chocho melon 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Taro original 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Taro oreo 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Taro nut 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Taro chocolate 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Taro puchino 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Hot choco ori 25 pcs 25 pcs 50 pcs 
Hot chocho milk 25 pcs 25 pcs 25 pcs 
Hot chocho coffe 25 pcs 25 pcs 25 pcs 
Hot chocopucino 25 pcs 25 pcs 25 pcs 
Hot capucino 25 pcs 25 pcs 25 pcs 
Susu putih 11 pcs 11 pcs 22 pcs 
Susu coklat 2 pcs 2 pcs 3 pcs 
Coklat batang 10 pcs 10 pcs 18 pcs 
Tissue 6 pcs 6 pcs 6 pcs 
Cup ice 400 pcs 400 pcs 700 pcs 
Tutup ice 400 pcs 400 pcs 700 pcs 
Sedotan 400 pcs 400 pcs 700 pcs 
Cup hot  150 pcs 150 pcs 150 pcs 
Tutup hot 150 pcs 150 pcs 150 pcs 
Stirrer 150 pcs 150 pcs 150 pcs 
Kresek kecil 200 pcs 200 pcs 400 pcs 
Kresek sedang 200 pcs 200 pcs 400 pcs 
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B. Profil Cokelat Klasik Cabang UMS 
Berawal ingin mencari pengalaman dalam berbisnis, Rizkia Juli Astuti 
yang biasa dipanggil Rizki memulai menjalankan bisnis franchise cokelat 
klasik dari tahun 2013. Rizki tidak sepenuhnya menjalankan bisnis 
franchise ini sendirian, dia dibantu oleh teman sekampusnya. Rizki 
menjadi satu-satunya pelopor franchisee cokelat klasik di kota Surakarta. 
Dia menjalankan pertama kali dengan paket silver dimana dulu harga 
paket tersebut belum mencapai Rp 15.000.000,-. Ternyata usaha bisnis 
Rizqi berjalan dengan baik. Belum genap seminggu saja bahan coklat 
sudah habis dibeli oleh konsumen. Dikarenakan respon positif dari 
konsumen meninggkat setahun kemudian rizqi membeli paket yang sama 
yaitu paket silver yang dia dirikan sedikit jauh dari gerai pertamanya. 
Respon positif juga dating dari gerai kedua Rizqi. Sehingga omzet yang 
didapat semakin berlipat, yaitu berkisar omset rata rata mencapai Rp 
500.000,- sampai Rp 3.000.000,- per hari di tiap gerai 
Adapun menu yang disuguhkan dari gerai cokelat klasik cabang UMS 
milik Rizqia ini adalah sebagai berikut :122 
1. Hot choco original  
2. Hot choco milk  
3. Hot choco coffe 
4. Hot choco chocopuchino 
5. Hot choco capucino 
                                                          
122HasilwawancaradenganRizkiaJuliAstutiselakupemilikgeraicokelatklasikcabang 
UMS.Wawancaradiadakanpadatanggal 19 Maret 2018. 
104 
 
6. Ice choco original 
7. Ice choco cincau 
8. Ice choco nut  
9. Ice choco chocopuchino 
10. Ice choco cappuccino cicau 
C. Sistem Waralaba di Cokelat Klasik 
Untuk penempatan gerai diberbagai daerah jaraknya sudah ditentukan 
oleh franchisor untuk kota kecil 1 kecamatan 1 gerai, kurang lebih 5 km 
(kecuali pemilik 2 gerai berdekatan namun pemilik yang sama, bisa di 
pertimbangkan oleh franchisor). Bila beda kabupaten jarak kurang dari 5 
km akan dipertimbangkan franchisor. Untuk kota sedang / kota besar jarak 
bisa kurang dari 5 km tergantung potensi, analisa pasar, dan daya beli 
untuk kotamadya jarak antar gerai minimal 1 km sampai 2 km, untuk kota 
besar jarak antar gerai bila kurang dari 1 km dipertimbangkan.Bila gerai A 
non mall, gerai B di mall, bila kurang dari 1 km, franchisor akan 
pertimbangkan. Penentuan lokasi hak sepenuhnya franchisor. Pihak 
cokelat klasik (franchisor) menyarankan gerai dibuka dekat sekolahan 
SD/SMP/SMA, kampus, lembaga bimbingan belajar, pusat keramaian, 
mall, supermarket. 
Dalam penentuan harga jual boleh lebih mahal tetapi tidak boleh lebih 
murah tapi masih harus berkisar Rp 7.000,- sampai Rp 12.000,-. Harga jual 
di mall diijinkan lebih mahal karena pertimbangan sewa tenant. Untuk 
kota besar, penentuan harga jual harus pengajuan dulu ke franchisor 
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(diutamakan patokan harga jual franchisee yang pertama di kota tersebut, 
tetap mengacu harga jual non mall akan lebih murah dibanding harga jual 
mall. Harga jual berada sepenuhnya di bawah kendali dan pengawasan 
franchisor, jadi harga jual akan terjaga. Info pemesanan, akan di balas total 
nota order, franchisee transfer, besok dikirim ke ekspedisi. Pihak Cokelat 
klasing melarang order mendadak dan menyarankan selalu analisa stok. 
Ongkos kirim menjadi tanggungan franchisee. Franchisee yang 
menyediakan lokasi jualan dan karyawan, franchisor akan memberikan 
hard copy cara penyajian minuman cokelat klasik.123 
Cokelat Klasik tawarkan konsep kemitraan yang menggandeng 
investor untuk memiliki bisnis franchise ini. Di mana cokelat merupakan 
bahan makanan yang disukai banyak orang. Selain itu, cokelat juga 
terbukti memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh 
manusia. Salah satunya adalah mengurangi stress, dan saat ini banyak 
orang yang mengalami stress yang berasal dari berbagai faktor. Hal ini 
rupanya menjadi salah satu alasan berdirinya Cokelat Klasik. 
Dengan  dukungan  sistem manajemen  yang  handal  dan karyawan 
yang berdedikasi tinggi, cokelat klasik terus berusaha mengembangkan 
dan menyempurnakan layanan dalam rangka mengatisipasi kebutuhan 
para mitra usaha. Bisnis Cokelat Klaik ini ke depan diharapkan akan 
menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang jasa kuliner dengan 
kualitas service dan produk yang khas, istimewa dan terjamin dengan 
                                                          
123HasilwawancaradenganRizkiaJuliAstutiselakupemilikgeraicokelatklasikcabang 
UMS.Wawancaradiadakanpadatanggal 19 Maret 2018. 
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menetapkan “Cokelat Klasik” sebagai brand yang dapat berkompetisi 
dalam bidang kuliner. Cokelat Klasik  juga sudah memiliki hak paten 
dengan nomor CV.KLASIK Paten Merk DIRJEN HKI No. 
IDM000476043.124 
Pembukaan  gerai  dilakukan  dengan  pola  kemitraan  dimana  
permodalan seluruhnya ditanggung oleh para mitra (franchisee). Adapun 
tahapan proses kemitraan adalah sebagai berikut : 
1. Mengisi formulir kemitraan dan kontrak kerjasama. 
2. Survey lokasi, kelayakan usaha dan konsep (biasanyamelalui via 
internet). 
3. Persiapan pembukaan resto/gerai. 
4. Promosi. 
5. Soft opening. 
Kewajiban calon mitra cokelat klasik : 
1. Membayar investasi senilai paket yang diambil. 
2. Menyiapkan lokasi strategis (sewa): di dekat kampus, sekolahan, 
mall, pusat perbelanjaan, dll. 
3. Menyiapkan luas tempat sewa sesuai dengan ukuran gerai. 
4. Menyiapkan tenaga operator gerai. 
5. Menyiapkan transportasi lokal (motor). 
6. Menyiapkan biaya kirim rombong, bahan baku dan semua 
perabotan ke kota tujuan. 
                                                          
124 www.cokelatklasik.com. diaksespada 30 maret 2018. 
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7. Menyiapkan bahan baku Rp 5.000.000,- (dikelola sendiri oleh 
mitra). 
Hak calon mitra cokelat klasik : 
1. Berhak menjual barang atau produk yang sudah didapat dari 
franchisor cokelat kalsik. 
2. Berhak menjual dengan harga variasi yang berbeda dengan pioner 
(7.000 samap 12.000). 
3. Boleh menjual produk lain asalkan bukan sejenis minuman yang 
dapat menimbulkan persaingan usaha dengan cokelat klasik. 
4. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan 
kerjasama franchise tersebut. 
Kewajiban pihak pemilik franchise : 
1. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh calon mitra. 
2. Menyiapkan gerai untuk calon mitra. 
3. Memberikan pelatihan dan fasilitas yang mencukupi untuk calon 
mitra. 
Hak pihak pemilik franchise :   
1. Mendapatkan pembayaran atas penyewaan hak lisensinya. 
2. Berhak mensurvai (pengawasan ) franchisee sewaktu-waktu. 
Sebagai modal awal pihak mitra yang ingin membuka gerai 
cokelat kalsik diwajibkan untuk menyetor dana awal sebesar 
Rp.14.000.000 - Rp. 25.000.000. Besarnya dana tergantung oleh 
beberapa hal diantaranya lokasi usaha, keadaan ekonomi mitra dan 
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lain-lain. Biaya tersebut dikeluarkan untuk biaya-biaya seperti 
pembuatan gerai, peralatan, dan bahanbaku. 
Pembayaran modal awal ini dapat dilakukan dengan cara 
pembayaran pertama minimal Rp 5.000.000,- untuk booking dan antri 
pembuatan booth saat ini 10-15 hari. Setelah booth jadi, sebelum kirim 
franchisee lakukan pelunasan maka booth tersebut ditahan terlebih dahulu 
sampai franchisee membayar 100%. 
Selain  itu  dalam  penetapan  royalty  fee,  pihak  Cokelat klasik 
menetapkan free royalty. Free royalti yang di maksud adalah bahwa 
setiap omset penjualan yang di dapat oleh franchisee tidak perlu 
membayar biaya royalti terhadap franchisor. Laba dari hasil penjualan 
menjadi 100% milik franchisee. Akan tetapi, sebagai franchise fee atau 
admin fee, di bayarkan setahun setelah gabung kemitraan. untuk paket 
silver/minibar sebesar Rp 2.000.000,- saat perpanjangan kontrak dan 
untuk paket gold sebesar Rp 6.000.000 saat perpanjangan kontrak. 
Nominalnya tidak seberapa bila dibandingkan potensi laba yang di dapat 
yaitu pergerai mendapatkan rata-rata omzet perharinya sebesarRp 
500.000,-sampai Rp 2.000.000,-. Sehingga biaya tersebut dipergunakan 
untuk pemeliharaan web, iklan, dan promosi dan tentunya untuk 
keuntungan franchisee juga. 
Dalam penentuan harga jual boleh lebih mahal tetapi tidak boleh lebih 
murah tapi masih harus berkisarRp 7.000,-sampaiRp 12.000,-. Harga jual 
di mall diijinkan lebih mahal karena pertimbangan sewa tenant. Untuk 
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kota besar, penentuan harga jual harus pengajuan dulu ke franchisor 
diutamakan patokan harga jual franchisee yang pertama di kota tersebut, 
tetap mengacu harga jual non mall akan lebih murah dibanding harga jual 
mall. Harga jual berada sepenuhnya di bawah kendali dan pengawasan 
franchisor, jadi harga jual akan terjaga. Info pemesanan, akan di balas total 
nota order, franchisee transfer, besok dikirim ke ekspedisi. Pihak cokelat 
klasik melarang order mendadak dan selalu meminta untuk analisa stok 
yang digunakan franchisee .Ongkos kirim menjadi tanggungan franchisee. 
Franchisee yang menyediakan lokasi jualan dan karyawan, franchisor 
akan memberikan hard copy cara penyajian minuman cokelat klasik.125 
Sistem kerjasama ini bersifat sementara, dimana setiap dua tahun 
sekali pihak franchisee harus memperbarui kontak untuk peminjaman 
merk dan mendapatkan hak franchise kembali selain memperpanjang hak 
franchise, juga diadakan evaluasi terhadap gerai tersebut. Pihak cokelat 
klasik juga menjamin garansi penggantian senilai Rp 2.500.000,-untuk 
gerai yang tutupkurangdari 6 bulan (proyeksi ROI kurangdari 1 tahun).126 
Pihak cokelat klasik juga sudah menjabarkan analisis ROI (Return Of 
Investment) paket Rp 25.000.000,- sebagai berikut :127 
1. Investasi awal    Rp 25.000.000,- 
Omset rata-rata per hari  Rp 15.750.000 
                                                          
125Hasil wawancara dengan Rizkia Juli Astuti selaku pemilik gerai cokelat klasik 
cabang UMS. Wawancara diadakan pada tanggal 19 Maret 2018. 
126 Hasil wawancara dengan Rizkia Juli Astuti selaku pemilik gerai cokelat klasik 
cabang UMS. Wawancara diadakan pada tanggal 19 Maret 2018. 
127 www.cokelatklasik.com. Diaksespada 10 Maret 2018. 
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(asumsi 75 cup @7.000*30 hari) 
Total pendapatan kotor per bulan Rp 15.750.000,- 
2. Operating Expenses 
Pemakaian bahan baku (60%) Rp 9.450.000,- 
Gaji pegawai    RP 1.100.000,- 
Sewa tempat operasional  Rp 6.000.000,- 
Total pengeluaran   Rp 11.150.000,- 
3. Net Income   Rp 4.600.000,- 
4. Estimated Payback Period 6 bulan 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN KONTRAK WARALABA DI COKELAT 
KLASIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
A. Pelaksanaan Kontrak Waralaba Cokelat Klasik Cabang UMS Dalam 
Aspek Akad 
Islam adalah agama yang tidak melarang setiap bentuk kerjasama 
pada setiap umatnya yang memungkinkan terbentuknya bisnis yang 
menguntungkan satu sama lain. Semua bentuk bisnis dalam berbagai 
bidang seperti perdagangan, perniagaan, pendidikan, transportasi, 
pembangunan, dan masih banyak lagi dibentuk kaum muslimin untuk 
melangsungkan perekonomian dalam rangka menjalankan tugasnya 
sebagai khilafah di bumi ini. Ada ribuan lebih bisnis dapat dibentuk 
berdasarkan prinsip-prinsip yang sama untuk pembangunan ekonomi kita 
dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini. Kerjasama 
untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis 
dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan. 
Dalam fiqh muamalah, ukuran kebolehan menjadikan sesuatu 
sebagai objek perjanjian adalah selama tidak mengandung unsur 
keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun haram selain zatnya, 
serta selama tidak bertentangan ketentuan akad-akad syariah itu sendiri. 
Terdapat satu kaidah yang membolehkan bermuamalah. Kaidahnya 
adalah128 
                                                          
128A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Bandung: KencanaPrenada Media, 2010), hlm., 
130. 
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  لْصَلأا  ْا ىل  دَي ىتََّح ةَح َاب ىلإْا 
ىءاَيْشَلأْا ىفِ  لْي
ىل ىدل ْيىرْحىتلا ىَلَع  
Artinya : Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
 
Maksud dari kaidah di atas adalah dalam setiap muamalah dan 
transaksi pada dasarnya boleh, seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  
gadai,  kerja  sama,  perwakilan.  Muamalah  yang mengakibatkan 
kemudharatan, tipuan, judi, dan riba adalah sudah tegas diharamkan. 
Sebagai bentuk modern dari bentuk kerjasama antar individu saat 
ini yang sedang marak adalah bentuk bisnis waralaba (franchise). 
Format bisnis ini dipilih selain karena risiko usaha yang lebih kecil, 
para pihak yang terlibat misalnya franchisor (pewaralaba) 
dapatmemperoleh keuntungan dengan melakukan perluasan usaha 
kegiatan tanpa melakukan investasi sendiri dan akan mendapatkan nilai 
jual lebih tinggi dari mitra usahanya serta mendapatkan royaltiatas 
hakkekayaan intelektual yang dipergunakan. Sedangkan pihak 
franchisee (pewaralaba) mendapat keuntungan karena tidak perlu repot-
repot membangun merk dan melakukan promosi besar-besaran untuk 
memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Waralaba sendiri 
melibatkan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak 
ataskekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun 
waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan 
dan/atau penjualan barang dan/atau jasa.129 
                                                          
129Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam…, hlm. 193. 
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Oleh karena itu untuk menciptakan suatu sistem bisnis waralaba 
yang islami, dibutuhkan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis 
yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral 
bisnis (moral hazard). Filter tersebut adalah dengan komitmen menjauhi 
7 pantangan yaitu : 
1. Maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang 
mematikan sektor riil dan tidak produktif. 
2. Asusila, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma 
social. 
3. Gharar, yaitu segala bentuk transaksi yang tidak transparan 
dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. 
4. Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan 
syariah 
5. Riba, yaitu segala bentuk distorsi mata uang yang menjadi 
komoditas dengan mengenakan  tambahan (bunga)  pada  
transaksi  kredit  atau pinjaman  dan pertukaran/barter lebih antar 
barang ribawi sejenis. 
6. Ikhtikar,  yaitu  penimbunan  dan  monopoli  barang  dan  jasa  
untuk  tujuan permainan harga. 
7. Berbahaya,  yaitu  segala  bentuk  transaksi  dan  usaha  yang 
membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan 
dengan kemaslahatan130 
                                                          
130Ibid.,hlm. 194. 
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Kegiatan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi 
menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah 
sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara 
bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi 
Syariah adalah:131 
a. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual 
dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan 
penerima jasa. 
b. Adanya barang atau jasa  yang menjadi obyek transaksi. 
c. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan 
menyerahkan bersama dengan kesepakatan menerima. Di samping 
itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang  
 keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. 
Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap 
hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau  
 tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat 
danjelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat 
meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga 
 termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Kegiatan hubungan 
manusia dengan manusia ini merupakan suatu kewajiban yang 
dasar bagi setiap kegiatan muamalah demi terciptanya bisnis 
Islami khususnya bisnis waralaba yang Islami. 
                                                          
131Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN 
Malang Press, 2009), hlm., 46. 
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Suatu perjanjian (akad) dapat dikatakan sah apabila memenuhi 
syarat dan rukunnya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk 
sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur 
tersebut yang membentuknya. Rukun akad terdiri dari: 
3) Al-aqidain (pihak-pihak yang berakad) 
4) Obyek akad 
5) Sighat akad (pernyataan untuk mengikat diri) 
6) Tujuan akad 
 Beberapa unsur dalam akad kemudian dikenal dengan rukun, 
dan masing-masing rukun membutuhkan syarat agar akad dapat 
terbentuk dan mengikat. Beberapa syarat meliputi: 
1. Syarat terbentuknya akad, meliputi: 
a. Pihak yang berakad (disyaratkan tamyiz). 
b. Sighat akad (adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam satu 
majlis akad). 
c. Obyek akad (dapat diserahkan, dapat ditransaksikan, benda 
yang bernilai dan dimiliki). 
d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’ 
2. Syarat keabsahan akad, meliputi: 
a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas 
tanpa ada paksaan. 
b. Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat. 
c. Bebas dari gharar. 
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d. Bebas dari riba. 
3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum, meliputi: 
a. Adanya kewenangan  sempurma atas obyek akad, dimana 
obyek tersebut tidak tersangkut dengan hak orang lain. 
b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, 
dimana pihak yang melakukan akad adalah mereka yang 
cakap atas hukum. 
4. Syarat mengikat, meliputi: 
a. Terbebas dari khiyar, dimana akad yang masih tergantung 
pada khiyar baru mengikat tatkala hak khiyar tersebut 
berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, akad tersebut 
belum mengikat.132 
Dalam kerjasama franchise, salah satu hal yang perlu 
diperhatikan adalah penggunaan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  dan 
pola kemitraan kerjasama. Franchise adalah sebuah perjanjian 
kerjasama mengenai pendistribusian  barang dan/atau jasa kepada 
konsumen dimana salah satu pihak pewaralaba (franchisor) 
memberikan lisensi kepada pihak lain terwaralaba (franchisee) untuk 
melakukan pendistribusian barang dan/atau jasa di bawah nama identitas 
atau merk franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tesebut memiliki 
suatu sistem operasional tertentu yang sudah ditetapkan pihak 
franchisor (pewaralaba) yang wajib dijalankan oleh franchisee 
                                                          
132Yazid Afandi, Fiqh Muamalah… hlm., 62. 
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(terwaralaba) sebagai penerima lisensi. Franchisor memberikan bantuan 
kepada franchisee dan sebagai imbalannya franchisee membayar jumlah 
uang berupa innitial fee (franchise fee) dan royalty fee.133 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem waralaba meliputi 
logo, merk, buku petunjuk pengoperasian bisnis, brosur pamflet serta 
arsitektur atau desain tertentu yang berciri khas dari usahanya. Adapun 
imbalan dari penggunaan hak cipta ini adalah pembayaran fee awal dari 
pihak terwaralaba kepada pihak pewaralaba. 
Sebagai konsekuensi penggunaan HKI milik franchisor 
(pewaralaba) oleh franchisee (terwaralaba) ini, pihak franchisor berhak 
mendapatkan fee.  Menurut Karamoy, bahwa fee dan royalti merupakan 
sumber pendapatan utamadari suatu jenis usaha yang diwaralabakan. 
Jenis fee dan royalti yang biasa diminta oleh franchisor kepada 
franchisee adalah biaya waralaba, royalti, biaya iklan, pembelian bahan 
baku, biaya pelatihan, biaya konsultasi. Tidak semua jenis fee atau 
royalti disyaratkan  oleh pewaralaba. Setiap pewaralaba mempunyai 
kebijakan sendiri dalam menentukan jenis fee dan royaltinya. Besaran fee 
yang dibebankan kepada pihak franchisee  hendaknya  logis  dan  tidak  
terlalumemberatkan. Misalnya dalam pengadaan bahan baku,hendaknya 
fee yang dikenakan disesuaikan dengan kualitas dari bahan baku itu 
sendiri dan dengan harga yang sesuai di pasaran. Walaupun penetapan 
besaran fee menjadi wewenang dari franchisor selaku pemilik lisensi, 
                                                          
133EkoWibowo, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jaringan 
Waralaba, Jurnal Sains Pemasaran Indonesia Vol. VI No. 1., hlm. 301. 
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hendaknya jangan terlalu tinggi besarannya agar tidak mendzalimi pihak 
franchisee.134 
Selain HKI, hal lain yang perlu diperhatikan adalah dari sudut bentuk 
perjanjian yang diadakan dalam waralaba dapat di kemukan bahwa 
perjanjian itu sebenarnya merupakan  pengembangan dari bentuk 
kerjasama (syirkah). Hal ini disebabkan oleh karena  dengan  adanya  
perjanjian  franchise  itu,  maka  secara  otomatis  antara franchisor 
dengan franchisee terbentuk hubungan kerjasama untuk jangka waktu dan 
syarat tertentu. 
Karena adanya suatu hubungan kerjasama inilah maka perlu diatur 
adanya pembagian kerugian juga selain distribusi keuntungan yang 
disesuaikan dengan modal, baik masing-masing sekutu yang bertanggung 
jawab atas pekerjaan yang sama atau berbeda. Dalam waralaba sendiri  
juga mengandung unsur-unsur yang lazim, sehingga kerjasama tersebut 
berjalan baik. Unsur yang dimaksud adalah :135 
1) Kesepakatan (perjanjian waralaba) 
2) Pelaku (pewaralaba dan terwaralaba) 
3) peralatan (alat atau sarana yang digunakan dalam operasional bisnis 
waralaba yang biasa disebut modal) 
4) Keuntungan 
Konsep kerjasama pada Waralaba ada kaitannya dengan syirkah 
uqud, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha untuk 
                                                          
134Ibid.,hlm. 302. 
135YazidAfandi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Garuda Press, 2013), hlm., 72. 
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mendapatkan hasil yang dapat dinikmati bersama. Waralaba memiliki 
salah satu konsep dari syirkah, yang mana penerima waralaba 
mengeluarkan modal untuk operasional usahanya, sedangkan pemberi 
waralaba memberikan Hak patennya berupa hasil dari penelitian dan 
suplai barang atau produk yang yang diwaralabakan, maka keadaan ini 
dapat dikategorikan  syirkah al-Inan, dikarenakan keduanya mengeluarkan 
modal dan tenaga. Akan tetapi bila jenis waralaba hanya berupa 
pemberian merek dagang/ lisensi, pelatihan Standar mutu produk dan 
manajemen operasional, adapun biayanya murni ditanggung penerima 
waralaba maka ini bisa disebut syirkah al-mudharabah, karena pemberi 
waralaba akan menerima royalti dari tenaganya atau biasa disebut  HAKI 
(Hak Kekayaan Intelektual).136 
Sehingga dari pembahasan diatasdapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan kontrak waralaba di cokelat klasik ini termasuk dalam bentuk 
kerjasama (syirkah Inan), dikarenakan penerima waralaba mengeluarkan 
modal untuk operasional usahanya, sedangkan pemberi waralaba 
memberikan Hak patennya berupa hasil dari penelitian dan suplai 
barang atau produk yang yang diwaralabakan. 
Analisis selanjutnya adalah tentang akad Ijarah. Akad Ijarah 
adalah sewa menyewa, sedangkan inti dari bisnis waralaba adalah 
pemberian lisensi oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.  
Salah satu subtansi kontrak bisnis waralaba adalah pemberian lisensi 
                                                          
136QisthiAbidy, Tinjauan Fatwa DewanSyariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis 
Waralaba,Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013. 
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(izin)  oleh  pemberi  waralaba  kepada  penerima  waralaba  untuk  
memanfaatkan  atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau 
penemuan atau ciri khas usaha milik pemberi waralaba didalam 
menjalankan usaha bisnisnya dengan imbalan sejumlah fee (franchise fee) 
yang harus dibayar oleh penerima kepada pemberi waralaba dalam 
batasan waktu tertentu. Subtansi kontrak bisnis waralaba tersebut tidak 
jauh berbeda dengan subtansi akad Ijarah yaitu sama-sama memindahkan 
kepemilikan manfaat atas benda ataupun jasa dengan imbalan sejumlah 
uang dalam batas waktu tertentu. Memindahkan kepemilikan manfaat 
atas benda dan jasa sesuai dengan ketentuan dalam obyek Ijarah. Obyek 
ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 
Dasar Analisa tersebut, apabila manfaat atas Hak Kekayaan 
Intelektual dapat dipandang sebagai harta sehubungan pendapat jumhur 
ulama fiqh selain Hanafi137 yang menyatakan bahwa bahwa yang 
dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi bisa juga 
manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. 
Isi kontrak bisnis waralaba yang menyangkut pemberian lisensi atau 
izin dari pemberi kepada  penerima  waralaba  untuk  memanfaatkan hak  
kekayaan  intelektual  di  dalam menjalankan usaha bisnisnya, agar sesuai 
dengan syarat sah akad ijarah, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :138 
 
                                                          
137SayyidSabiq, FiqihSunnah: Jilid 5, (Depok: Keira Publishing), hlm.,  317. 
138OktofanHariYudanto, 
AnalisisPerjanjianUashaWaralabaMakananDalamPerspektifHukum Islam (StudiKasis Di 
Crunchy Molen Kress Di DesaGumpang, Kec.Kartasura, Kab. Sukoharjo), 
PublikasiIlmiahtahun 2017. 
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a) Kontrak waralaba berupa perjanjian tertulis. 
b) Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan penerima waralaba dalam 
menjalan kanusaha bisnisnya tidak lain adalah untuk mengambil 
manfaatnya, yaitu meningkatkan daya beli atau volume penjualan 
barang atau jasa. 
c) Dalam bisnis waralaba,  franchisee fee  ditentukan nominal rupiah 
untuk jangka waktu tertentu. 
d) Dalam bisnis waralaba, penggunaan manfaat atas Hak Kekayaan 
Intelektual oleh penerima waralaba. 
e) Jika jangka waktu kontrak waralaba berakhir, pihak penerima 
waralaba mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan 
yang berkenaan Hak Kekayaan Intlektual, penemuan atau ciri khas 
usaha seperti sistem manajemen, carapenjualan dan sebagainya yang 
menjadi obyek waralaba kepada pemberi waralaba. 
Dalam  Islam,  pihak  yang  bersekutu  akan  mendapatkan  bagian  
tertentu berdasarkan kualitas dan kuantitas kewajiban  yang 
dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku 
sebagaimana kaidah fiqh : “Adat kebiasaan itu dapat menjadi suatu 
ketetapan hukum”.139 
Dari penjelasan tersebut, menurut penulis, sistem waralaba yang 
diterapkan pada cokelat klasik sudah memenuhi syarat dan rukun 
akad, yaitu adanya para pihak (franchisor dan franchisee), adanya obyek 
                                                          
139A Djazuli, kaidah-kaidahfikih…,hlm. 133. 
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akad (barang yang diwaralabakan berupai produk cokelat klasik), adanya 
sighat akad (ijab/ penawaran dan qabul/ penerimaan yang sudah disetujui), 
dan adanya tujuan akad (terbebas dari khiyar). Sehingga aspek akad dalam 
bisnis waralaba di cokelat klasik ini sudah sah. 
B. Hak dan Kewajiban Dalam Pelaksanaan Kontrak Waralaba Cokelat 
Klasik Cabang UMS 
Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam adalah hal yang 
mendasar. Di dalam kehidupan manusia, prinsip ini menjadi hal yang 
selalu diperhitungkan, baik dalam hukum maupun ekonomi prinsip 
keadilan dan keseimbangan adalah hal yang menjadi sesuatu itu baik atau 
buruk, benar atau salah. 
Di dalam mengatur perekonomian yang islami maka harus senantiasa 
menggunakan prinsip keadilan dan keseimbangan agar dapat sesuai 
dengan syariat Islam.  Prinsip keadilan dan keseimbangan ini dapat 
diterapkan oleh pelaku ekonomi Islami dalam pembagian hak dan 
kewajibannya dalam menjalankan bisnis mereka tersebut. 
Hak berarti hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. 
Hak tidak boleh dilalikan ataupun dikesampingkan karena itu merupakan 
menjadi milik seseorang. Untuk mendapatkan haknya, manusia harus 
menunaikan kewajibannya, karena hak tidak berdiri sendiri melainkan 
bergantung pada kewajiban. Kewajiban adalah  syarat atau hal-hal yang 
harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan haknya. Jika 
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kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa karena kewajiban 
pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. 
Dalam menjalankan bisnis warala tersebut, pihak pemili cokelat klasik 
dan calon mitra mempunyai hak dan kewajiban masik-masing, diantaranya 
adalah sebagai berikut140 : 
Kewajiban calon mitra cokelat klasik : 
1. Membayar investasi senilai paket yang diambil. 
2. Menyiapkan lokasi strategis (sewa): di dekat kampus, sekolahan, 
mall, pusat perbelanjaan, dll. 
3. Menyiapkan luas tempat sewa sesuai dengan ukuran gerai. 
4. Menyiapkan tenaga operator gerai. 
5. Menyiapkan transportasi lokal (motor). 
6. Menyiapkan biaya kirim rombong, bahan baku dan semua 
perabotan ke kota tujuan. 
7. Menyiapkan bahan baku Rp 5.000.000,- (dikelola sendiri oleh 
mitra). 
Hak calon mitra cokelat klasik : 
1. Berhak menjual barang atau produk yang sudah didapat dari 
franchisor cokelat kalsik. 
2. Berhak menjual dengan harga variasi yang berbeda dengan pioner 
(7.000 samap 12.000). 
                                                          
140 Hail wawancara dengan Rizkia Juli Astuti selaku pemilik gerai cokelat klasik 
cabang UMS. Wawancara diadakan pada tanggal 19 Maret 2018. 
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3. Boleh menjual produk lain asalkan bukan sejenis minuman yang 
dapat menimbulkan persaingan usaha dengan cokelat klasik. 
4. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan 
kerjasama franchise tersebut. 
Kewajiban pihak pemilik franchise : 
1. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh calon mitra. 
2. Menyiapkan gerai untuk calon mitra. 
3. Memberikan pelatihan dan fasilitas yang mencukupi untuk calon 
mitra. 
Hak pihak pemilik franchise :   
1. Mendapatkan pembayaran atas penyewaan hak lisensinya. 
2. Berhak mensurvai (pengawasan ) franchisee sewaktu-waktu. 
Dari hasil wawancara dengan pihak franchisee pemilik gerai cokelat 
klasik cabag UMS, Rizkia Juli Astuti. Rizki tidak merasa keberatan 
dengan kewajiban yang harus dia laksanakan agar mendapatan franchise 
dari cokelat klasik tersebut, karena menurut dia agar mendapatkan hasil 
yang maksimal dan memuaskan memang harus ada aturan yang benar-
benar dapat memanajemen bisnis tersebut.  
Dari hasil pembahasa diatas tentang hak dan kewajiban pelaku bisnis 
waralaba dari cokelat klasik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
antara kedua belah sudah saling ridha dan kedua belah pihak sudah 
sepakat untuk menjalankannya tanpa ada pemaksaan dari pihak lain. 
Sehingga hak dan kewajiban yang diberikan dan diterima pelaku bisnis 
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waralab cokelat klasik ini sudah adil dan berimbang sehingga salah satu 
pihak tidak merasa terdzalimi sama sekali. 
C. Penetapan Pembagian Keuntungan dalam Pelaksanaan Kontrak 
Waralaba Cokelat Klasik Cabang UMS 
Allah SWT sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia 
termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi, baik skala mikro (kecil) 
ataupun skala makro (besar). Allah SWT juga mengatur seluruh 
permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha bisnis, 
investasi, dan pembagian keuntungan, sehingga umat ini bisa menjalankan 
usahanya tanpa harus berkecimbung dalam riba dan dosa. 
Kerjasama dalam muamalah disebut dengan syirkah. Islam 
membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan syirkah 
dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan dan sebagainya. Sebab 
diantara para pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan 
moral.141 Meskipun dalam perjanjian syirkah hasilnya belum dapat 
dipastikan dan masih perkiraan yaitu dalam bentuk persentase namum 
hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik 
keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun dalam 
memikul resiko.142 
                                                          
141 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Bandung: Jabal, 2007), hlm., 
277. 
142 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad dalam 
Fikih Muamalat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm., 90 
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Selain itu, dalam perjanjian syirkah pembagian keuntungan masing-
masing anggota nisbahnya harus ditentukan dengan jelas misalnya 20%, 
30% atau 50%, karena keuntungan merupakan salah satu ma’qud ‘alaih.143 
Konsep kerjasama pada Waralaba ada kaitannya dengan syirkah 
uqud, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha untuk 
mendapatkan hasil yang dapat dinikmati bersama. Waralaba memiliki 
salah satu konsep dari syirkah, yang mana penerima waralaba 
mengeluarkan modal untuk operasional usahanya, sedangkan pemberi 
waralaba memberikan Hak patennya berupa hasil dari penelitian dan 
suplai barang atau produk yang yang diwaralabakan, maka keadaan ini 
dapat dikategorikan  syirkah al-Inan, dikarenakan keduanya mengeluarkan 
modal dan tenaga. 
Adapun hal terkait dengan ujrah ‘amil, maka berlaku ketentuan bahwa 
ujrah (upah) mereka ditentukan dalam perjanjian bersama dengan para 
pihak yang lain sehingga disepakati besaran ujrah mereka, termasuk adalah 
biaya operasional usaha, pembahasan mengenai bagi untung, dan 
sebagainya. Ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama 
dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam 
setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan 
utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat 
perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.144 
                                                          
143 Ahmad Wardi Muclish, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm., 353. 
144Njatullah Siddiq, Kemitraan..., hlm. 22. 
127 
 
Dalam bisnis waralaba cokelat klasik ini pembagian keuntungan 
hanya dilakukan saat ingin memperpanjang kontrak (memperpanjang hak 
franchise) saja yaitu setiap dua tahun sekali dengan menyetor sebesar Rp 
2.000.000,- untuk paket silver dan Rp 6.000.000,-  untuk paket gold. 
karena pihak cokelat klasik tidak menerapkan adanya royalty fee. Akan 
tetapi diganti dengan adanya free royalty. 
Dari hasil pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa pembagian 
keuntungan dalam bisnis waralaba cokelat klasik cabang UMS tersebut 
belum sesuia dengan hukum Islam. Dikarenakan pembagian keuntungan 
sudah dinominalkan diawal perjanjian. Sedangkan apabila terjadi kerugian 
ditengah menjalankan bisnis dan dalam dua tahun tersebut penghasilan 
gerai belum mencapai target atau bahkan belum balik modal, maka itu 
akan memberatkan pihak penerima waralaba (franchisee). 
D. Penetapan Resiko dalam Pelaksanaan Kontrak Waralaba Cokelat 
Klasik Cabang UMS 
Kerjasama dalam muamalah disebut dengan syirkah. Islam 
membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan syirkah 
dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan dan sebagainya. Sebab 
diantara para pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan 
moral.145 Meskipun dalam perjanjian syirkah hasilnya belum dapat 
dipastikan dan masih perkiraan yaitu dalam bentuk persentase namum 
hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik 
                                                          
145 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram ... hlm., 277. 
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keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima maupun dalam 
memikul resiko.146 
Menurut kamus ekonomi, resiko diartikan sebagai ketidakpastian yang 
mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan 
keuntungan atau kemampuan ekonomis,147 sedangkan resiko menurut 
kamus hukum adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian 
sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang 
yang menjadi obyek perjanjian.148 
Dalam ilmu ekonomi Islam, resiko atau ketidakpastian lebih dikenal 
sebagai taghrir. Taghrir berasal dari bahasa Arab yaitu gharar yang 
berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian. Dalam fiqh 
muamalah, taghrir diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi 
buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri 
dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan 
pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah resiko tanpa memikirkan 
konsekuensinya.149 
Dalam fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-
Zuhaily Jilid 5 dijelaskan bahwa resiko atas kerusakan barang dibedakan 
menjadi empat macam yaitu150: 
                                                          
146 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah... hlm., 90 
147 Sigit Winamo, Kamus Besar Ekonomi, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), hlm., 
378. 
148 Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Paradya Paramita, 1973), hlm., 89. 
149 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002) hlm., 162. 
150 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani dan Dar al-
Fikr, 2011), hlm., 77. 
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1. Kerusakan barang seluruhnya sebelum diserahkan; 
2. Kerusakan barang seluruhnya setelah diserahkan; 
3. Kerusakan sebagian barang sebelum diserahkan; 
4. Kerusakan sebagian barang setelah diserahkan. 
Dalam pelaksanaan kontrak bisnis waralaba di cokelat klasik ini, 
pihak cokelat klasik juga menjamin garansi penggantian senilai Rp 
2.500.000,- untuk gerai yang tutup kurang dari 6 bulan. Untuk gerai yang 
tutup lebih dari 6 bulan kerugian dan resiko ditanggung oleh penerima 
waralaba (franchisee). Sedangkan seperti yang sudah dibahas sebelumya 
untuk resiko kerugian modal dalam menjalankan bisnis waralaba cokelat 
klasik ini hanya ditanggung oleh penerima waralaba (franchisee).  
Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa untuk penetapan resiko 
yang akan ditanggung oleh pemilik waralaba (franchisor) ini hanya 
sebatas apabilai gerai yang tutup kurang dari 6 bulan saja. Penulis kira 
asalkan penerima waralaba sudah ridha akan hal tersebut, maka penetapan 
resiko ini sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan untuk 
menanggung resiko tutupnya gerai bukan hanya penerima waralaba 
(franchisee) saja melainkan juga akan ditanggung oleh pemilik waralaba 
(franchisor). Hal seperti ini sudah sesuai dengan hukum Islam karna 
resiko ditanggung oleh kedua belah pihak. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan kontrak bisnis waralaba yang diterapkan di Cokelat Klasik 
adalah cokelat klasik menawarkan konsep kemitraan, dimana dengan 
cara pembukaan gerai yang mana permodalan seluruhnya ditanggung 
oleh para mitra. Mitra dapat memilih paket yang sudah disediakan oleh 
pihak cokelat klasik dan mitra harus menaati semua manejemen yang 
sudah ditetapkan oleh pihak cokelat klasik, seperti membayar investasi 
senilai paket yang diambil, menyiapkan lokasi, menyiapkan tenaga 
operator gerai dan lainnya yang sudah ditetapkan oleh franchisor. 
2. Pelaksanaan kontrak bisnis waralaba yang diterapkan di Cokelat Klasik 
cabang UMS beberapa sudah memenuhi Hukum Islam yaitu dalam 
aspek akad, rukun dan syarat sudah terpenuhi dan menjalankan sesuai 
dengan prinsip muamalah. Dalam pembagian hak dan kewajibannya 
sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dan dalam 
pembagian resikopun sudah ditanggung bersama. Akan tetapi, Dalam 
pembagian keuntungannya, dirasa kurang sesuai dengan syarat Islam. 
Dikarenakan keuntungan walaupun sudah ditentukan diawal akan tetapi 
sudah berupa nominal dan tanpa melihat adanya kerugian yang apabila 
nantinya akan terjadi oleh penerima waralaba (franchisee). Sehingga 
apabila itu terjadi, akan memberatkan pihak franchisee untuk membayar 
kewajiban dari bagi hasilnya karena dia hanya menanggung rugi saja. 
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B. Saran 
1. Walaupun secara umum kontrak bisnis pada waralaba adalah kontrak 
bawah tangan, hendaknya juga melibatkan saksi dari dalam 
penandatanganan kontrak agar lebih dapat dipercaya mengenai 
keabsahan  kontrak. 
2. Dengan semakin menjamurnya lembaga-lembaga usaha yang berlabel 
syariah di  Indonesia, bukan tidak mungkin akan semakin banyak 
pula waralaba-waralaba yang menerapkan sistem syariah. Maka 
dari itu, hendaknya juga memperhatikan operasional dan  kontrak 
bisnis yang dibuat agar sesuai dengan syariah dan mengatur hal-hal 
yang memang diperlukan dengan lebih terperinci untuk menghindari 
persengketaan dikemudian hari, karena bagaimanapun juga, 
perjanjian tertulis lebih kuat dalam pembuktian di matahukum 
dibandingkan dengan perjanjian tidak tertulis. 
3. MUI sebagai wadah bagi para ulama Indonesia dalam merumuskan 
tentang berbagai hal-hal yang berkaitan dengan fenomena-fenomena 
kehidupan yang terjadi   dimasyarakat   muslim   Indonesia   yang   
bersifat   kontemporer/baru, hendaknya  juga  mengeluarkan  fatwa  
mengenai  waralaba  ini  sebagaimana mengeluarkan fatwa mengenai 
penjualan langsung berjenjang syariah atau multi   level   marketing   
dan   usaha-usaha   lainnya.   Penerbitan   fatwa   ini dimaksudkan 
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untuk menjadi acuan mengenai tata cara waralaba yang sesuai  
syariah. 
4. Dari pembahasan diatas ditemukan bahwa bisnis waralaba dalam 
pandangan Hukum Islam adalah menggunakan akad syirkah ‘inan 
dan akad ijarah sehingga dalam beberapa ketentuannya yaitu saat 
pembagian keuntungan terdapat ketentuan (syarat) yang tidak 
sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat menimbulkam masalah 
dan kerugian pada salah satu pihak. Alangkah lebih baiknya apabila 
bisnis waralaba ini dikemudian hari menggunakan akad jual beli 
sehingga dari kedua belah pihak tersebut tidak akan memiliki beban 
yang ditanggung bersama atau bahkan kerugian yang hanya 
ditanggung oleh satu pihak sedangkan mereka masih dalam satu 
perserikatan. 
5. Skripsi ini membahas tentang hal-hal yang masih sangat umum yang 
terdapat dalam hukum Islam. Masih banyak sekali yang dapat digali 
dari suatu kontrak bisnis seperti pengaplikasian asas-asas dalam 
hukum perjanjian, penyelesaian sengketa perjanjian, dan lain-lain. 
Maka dari itu alangkah baiknya bila dikemudian hari ada yang 
mencoba untuk mengkaji hal-hal tersebut lebih jauh. 
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B. Pedoman Wawancara Kepada Pemilik Franchise Cokelat Klasik 
Melalui Via Email 
1. Kenapa ingin membuka bisnis waralaba seperti ini? 
2. Bagaimana awal mula pendirian cokelat klasik ini? 
3. Berapa harga franchise cokelat klasik ?  
4. Bagaimana cara beli franchise cokelat klasik? 
5. Berapa jarak yang menjadi pertimbangan franchisor tiap gerai di tiap 
kota ?  
6. Lokasi yang cocok untuk jualan cokelat klasik dimana ?  
7. Berapa ukuran booth dan minibar ?  
8. Bagaimana harga jual nya? apa boleh berbeda dari harga pioneer 
cokelat klasik?  
9. Berapa tanda jadi untuk booking lokasi dan booking franchise ?  
10. Berapa harga repeat order dan berapa labanya ?  
11. Bagaimana cara repeat order dan pembayaran ?  
12. Ongkos kirim pengiriman paket awal dan repeat order franchisee ke 
kota tujuan menjadi tanggung jawab siapa ?  
13. Apakah lokasi jualan dan karyawan di sediakan oleh franchisor ? 
14. Apa yang di maksud free royalti ?  
15. Apa ada biaya tahunan ? 
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C. Pedoman Wawancara Kepada Penerima Waralaba (Franchisee) 
Cabang UMS Solo 
1. Kenapa tertarik membeli waralaba ini? 
2. Apa syarat yang harus dipenuhi agar mendapat hak waralaba ini? 
3. Bagaimana ketentuan kerjasama dengan cokelat klasik ini? 
4. Ketika sudah terjadi kesepakatan dalam kerjasama ini, apa hak dan 
kewajiban masing-masing pihak? 
5. Bagaimana pembagian keuntungannya dalam kerjasama ini? 
6. Berapa rata-rata omset per hari gerai cokelat klasik anda selama ini? 
7. Bagaimana cara pembayaran royalty kepada pemilik waralaba? 
8. Apabila terjadi resiko, bagaimana jalan keluarnya? 
9. Apakah selama ini bisnis yang anda geluti dalam waralaba ini berjalan 
lancar? 
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